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KATA PENGANTAR

Drs. Helmizar
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Kkarena
terbitnya buku Kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2014-2016. Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,
sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan unsur pendukung keahlian,
khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Buku kajian ini
diharapkan menjadi referensi dan memenuhi kebutuhan Dewan dalam
mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat dari UU MD3.

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa selama tiga tahun
anggaran  (2014-2016), realisasi Dana  Transfer Pusat ke
kabupaten/kota se Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di
Indonesia. Dilihat dari realisasi penerimaan Transfer Pusat dalam bentuk
Dana Alokasi Khusus (DAK), nilai realisasi Dana Alokasi Khusus
(DAK) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan
yang cukup signifikan setiap tahunnya, terutama pada tahun 2016 ini.

Melihat kondisi tersebut, ‘maka penting untuk mengkaji dinamika
pengelolaan ‘Dana Alokasi Khusus (DAK) kab/kota di Provinsi Jawa
Timur sejak Tahun Anggaran 2014 sampai 2015 dan dampak
perubahan postur Dana Perimbangan terhadap pengelompokan DAK
menjadi DAK Fisik dan Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI digunakan sebagai basis data dalam
kajian ini dengan pendekatan dan mengelompokkan ke dalam daerah
pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI serta untuk mempermudah dalam
fungsi pengawasan DPR RIL

Kajian ini dilengkapi dengan tampilan yang informatif dalam
bentuk infografis, yang mempermudah bagi Anggota Dewan dalam
melakukan fungsinya, terutama fungsi anggaran dan pengawasan,
khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Buku ini diharapkan
dapat memberikan informasi sesuai dengan dinamika dan permasalahan
yang terus berkembang. :

Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas terbitnya buku ini dan
semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kritik
dan perbaikan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk
perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2018

Drs. Helmizar
NIP. 19640719 199103 1 003
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BABI
PENDAHULUAN

Dalam mekanisme keuangan Pemerintah Daerah, istilah ‘Transfer
Pemerintah Pusat’ diartikan sebagai bagian pendapatan transfer masuk yang
diperoleh dari entitas pelaporan lain. Hal ini ditegaskan di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Begitu juga istilah transfer masuk untuk keuangan daerah telah diatur di dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
dan Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sedangkan dilihat dari perspektif mekanisme keuangan Pemerintah
Pusat, maka penerimaan daerah sebagaimana dimaksud di atas diistilahkan
menjadi “Transfer ke Daerah’ yang didefinisikan sebagai bagian dari belanja
negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana
Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.

Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum).
Adapun tujuan Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan
fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah
Daerah (Pasal 3 (2)).

Terkait dengan pembahasan dalam kajian ini yang difokuskan pada
dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), maka
perlu dipahami pengertian dari DAK itu sendiri. Menurut UU No. 33 Tahun
2004, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional (Pasal 1 angka 23).

Secara umum kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dimaknai sebagai landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara
mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Substansi dari kedua UU tersebut melahirkan istilah pembagian
kekuasaan (political sharing) dan pembagian keuangan (financial sharing)



antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait pembagian
keuangan, setiap daerah memperoleh alokasi dana yang dikelompokkan
menjadi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Bagi Hasil;
Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); dan Dana
Transfer Pusat Lainnya.

Di sisi lain, paradigma baru dalam melaksanakan otonomi daerah
memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan
menentukan arah pembangunan, menggali sumber-sumber penerimaan,
menetapkan prioritas serta kegiatan masing-masing dengan memperhatikan
dan mengikuti prinsip-prinsip good governance.

Dengan kata lain, menurut Lin dan Liu (2000), Mardiasmo (2002)
dan Wong (2004) dalam Darwanto & Yulia Yustikasari (2007: 10)
mengungkapkan hasil penelitian yang menyebutkan desentralisasi fiskal
sebagai bentuk pelaksanaan
otonomi daerah akan
memberikan peluang bagi
daerah untuk mengalokasikan
pendapatan dan  belanja
daerah secara lebih efisien
bagi peningkatan beberapa
indikator utama pelayanan
publik, diantaranya dibidang
pendidikan, kesehatan, dan

Gambar 1. Fungsi dan Tujuan
Desentralisasi Fiskal

+ Peningkatan daya saing Daerah || Akuntansi Pemerintahan/SAP) infrastruktur.
+ Standar Pelayanan Minimurn (SPM) 2
SAP Oleh karena itu

menurut Giannoni  dalam
Adltya Wahyu Kusuma et.al. (2014) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal
prinsipnya bertujuan pada efisiensi sektor publik dalam produksi dan
distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan
menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan
kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal.

Namun dalam kenyataannya, menurut Luky Alfirman (2011), proses
desentralisasi fiskal tidak selalu membawa pengaruh terhadap peningkatan
indikator pelayanan publik di hampir seluruh daerah di Indonesia. Terdapat
beberapa daerah yang memang mengalami peningkatan dalam pelayanan
publik dan sebaliknya, masih terdapat juga beberapa daerah yang mengalami
hambatan dalam peningkatan layanan publik di daerahnya.

Sedangkan dalam perspektif akuntabilitas, Kurniatul Mudhofar &
Afrizal Tahar (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
kemandirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan



Pemda. Sementara variabel ketergantungan pada pemerintah pusat dan
efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan
Pemda. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini disarankan agar akuntabilitas

Pemda menjadi lebih baik, maka dorongan untuk menjadi Pemda yang

mandiri dan berkinerja harus senantiasa dilakukan.




BABII

GAMBARAN UMUM
DANA TRANSFER PUSAT: DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TA 2014-2016

A. Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan data realisasi transfer pemerintah pusat untuk kab/kota
se provinsi dari urutan lima besar selama tiga tahun anggaran sejak 2014
sampai dengan 2016, diketahui realisasi transfer pusat ke kab/kota terbanyak
adalah kab/kota se Provinsi Jawa Timur, baik dilihat dari nilai per tahunnya
maupun dilihat dari nilai total selama tiga tahun.

Nilai total realisasi transfer pusat selama tiga tahun anggaran untuk
kab/kota se-Jawa Timur adalah sebesar Rp172.173.277.480.184 dengan
rincian per tahunnya adalah Rp54.728.938.162.769 (10,35%) di tahun 2014;
sebesar Rp59.626.127.693.342 (10,68%) di tahun 2015; dan sebesar
Rp57.818.211.624.073 (10,15%) di tahun 2016.

Sedangkan urutan kedua sampai dengan kelima adalah kab/kota se
Provinsi Jawa Barat dengan nilai total tiga tahun sebesar
Rp153.997.679.449,160; kab/kota se Provinsi Jawa Tengah sebesar
Rp153.537.759.676.456; kab/kota se Provinsi Papua  sebesar
Rp87.318.774.277.976; dan kelima adalah kab/kota se Provinsi Sumatera
Utara sebesar Rp85.048.702.979.292.

B. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai dengan batasan kajian yang telah ditetapkan, bahwa fokus
pembahasan kajian ini yaitu pada transfer pemerintah pusat jenis Dana
Alokasi Khusus (DAK), maka definisi, landasan hukum serta fungsi dan
tujuan dari DAK perlu dipahami terlebih dahulu.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, definisi Dana Alokasi
Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan (diusulkan) daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.

DAK sebagai bentuk desentralisasi fiskal yang menjadi implementasi
otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan
secara lebih efisien berbagai potensi lokal dalam peningkatan sarana dan
prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dan pelayanan antar sektor di
daerah. Layanan dasar yang dimaksud antara lain adalah layanan umum,



pertahanan, kefertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan
dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan
perlindungan sosial.

DAK bertujuan mengurangi disparitas sekaligus kecemburuan antar
daerah dalam aspek pembangunan, terutama bagi daerah yang memiliki
keterbatasan fiskal. Berdasarkan hasil kajian Pusat Kebijakan APBN-Badan
Kebijakan Fiskal dan Bank Dunia (2011), DAK merupakan dana transfer ke
daerah yang -elatif berpengaruh langsung terhadap peningkatan layanan
publik di daerzh dibanding dana perimbangan lainnya.

Melihat perkembangan dan pentingnya fungsi dan tujuan
pengalokasian DAK dalam pembiayaan program dan kegiatan nasional, maka
diperlukan komitmen pengelolaan DAK yang memenuhi prinsip efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
serta manfaat dagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, besaran
alokasi dan cakupan bidang kegiatan yang didanai dari DAK selalu meningkat
sejak pertama xali dialokasikan pada tahun 2003.

C. Realisasi DAK Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur 2014-2016

Apabila dilihat realisasi transfer pusat dalam bentuk DAK, maka nilai
realisasi DAK Kab/Kota se Prov. Jawa Timur mengalami peningkatan setiap
tahunnya, baik nominal maupun persentase. Hal ini dapat dilihat pada grafik
berikut:

. Grafik 1. Nilai Nominal Realisasi Jenis Dana Transfer Pusat X
(dalam jutaan rupiah)
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Grafik 2. Realisasi Jenis Dana Transfer Pusat (Persentase)

DBH Pajak
DBH Bukan Pajak (SDA)

DAU

17,97%
DAK ' 7,16%
5,10%
> : 9,08%
[ransfer Pemerintah Pusat Lainnya . 531}}%32%

Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota se Jawa Timur TA 2014-2016 (diolah)
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Besaran alokasi dan penetapan daerah tertentu sebagai penerima dana
DAK didasarkan pada kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan
keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah
dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; kriteria khusus dirumuskan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaran
otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan kriteria teknis disusun
berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK
(PP No. 55/2005).
Pada TA 2016, penerimaan DAK Kab/Kota se Prov. Jawa Timur
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Peningkatan nilai DAK di tahun 2016 tersebut disebabkan karena pada
tahun tersebut terdapat kebijakan pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (DKTP) menjadi DAK, sebagaimana diatur dalam UU
No0.33/2004 dan PP No.7/2008. Selain itu, peningkatan tersebut juga
disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi ke dalam DAK Fisik dan Non
Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti
perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/S] tentang Petunjuk Teknis
Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran
2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi
Khusus (DAK). Namun saat ini Dana Perimbangan dikelompokkan pada
Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus
(terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik). :

Lebih lanjut pengaturan program dan kegiatan DAK disebutkan pada
pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran XVIII
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2016 bahwa program kegiatan yang didanai DAK Non Fisik, terdiri
dari: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Dana Tunjangan Profesi
Guru PNS Daerah (TPG PNSD); Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS
Daerah (Tamsil PNSD); Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2); Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD); Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan Dana Peningkatan
Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
(PK2UKM dan Naker).

D. DAK Fisik dan Fokus Pembangunan Kab/Kota se Provinsi Jawa

Miwnawnne

L Innnu

Secara khusus perolehan DAK Fisik Kab/Kota se Prov. Jawa Timur

tahun anggaran 2016, merupakan provinsi ketiga terbesar dari total perolehan
kab/kota di lima provinsi lainnya di Indonesia. Hal yang sama terjadi pada
penjelasan sebelumnya yang menggambarkan realisasi Dana Transfer Pusat
Kab/Kota se Prov. Jawa Timur merupakan tertinggi di Indonesia.

Realisasi DAK Kab/Kota se Prov. Jawa Timur sclama tiga tahun
berturut-turut sejak 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat digambarkan pada
grafik berikut:



Grafik 4. Total Realisasi DAK Kab/Kota se-Prov. Jawa Timur 2014-2016
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Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi. Jawa Timur TA 2014-2016 (diolah)

Secara ringkas grafik 4. di atas menjelaskan nilai realisasi DAK dimulai dari
yang tertinggi Kab. Malang sampai dengan terendah Kota Probolinggo.



Berdasarkan klasifikasi wilayah antara kabupaten dan kota, maka grafik
tersebut menggambarkan fokus pembangunan infrastruktur yang didanai dari
DAK masih lebih besar di wilayah kabupaten dibandingkan wilayah kota. Hal
ini sejalan dengan arah kebijakan alokasi DAK itu sendiri yang bertujuan
untuk mengurangi disparitas pembangunan sekaligus kecemburuan antar
daerah dalam asnek pembangunan, terutama bagi daerah yang memiliki
keterbatasan fiskal.

Gambar 2. Perbandingan Realisasi
Pendapatan dan Jenis Transter Pusat

PERBANDINGAN SELURUH JENIS PENDAPATAN Kabupaten/Kota Se-Jawa untuk Kab/Kota se-Prov. Jawa Timur
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Namun demikian untuk memastikan program pembangunan dapat
berjalan efektif dan efisien serta memenuhi prinsip akuntabilitas, maka
pengawasan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban laporan
keuangan daerah menjadi keharusan. Satu diantara dokumen yang dapat
digunakan dalam pelaksanaan pengawasan adalah dasar perolehan opini atas
LKPD yang dikeluarkan secara berkala oleh BPK RI.



E. Opini BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur

Secara umum persentase pencapaian opini WTP dari laporan hasil
pemeriksaan BPK atas LKPD Kab/Kota se Prov. Jawa Timur mengalami
peningkatan selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan 2016.
Meskipun dibandingkan dengan target nasional masih lebih rendah, kecuali
pencapaian di tahun 2014 yang melebihi target nasional. Hal ini digambarkan
secara ringkas pada grafik berikut:

Grafik 5. Perbandingan Target Perolehan Opini TA 2014-2016 LKPD Kab/Kota
se-Provinsi Jawa Timur dengan Target Nasional

2015

Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur TA 2014-2016 & Renstra BPK (diolah)

Perhatian lebih khusus dalam usaha peningkatan opini LKPD kab/kota
di Prov. Jawa Timur diarahkan pada empat kab/kota yang selama tiga tahun
berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tiga
kabupaten terletak saling berdekatan dan berdasarkan penetapan Dapil DPR
RI termasuk dalam satu daerah pemilihan yang sama yaitu Kab. Sumenep,
Kab. Bangkalan, dan Kab. Sampang. Sedangkan satu lagi berada pada wilayah
lain yaitu Kota Probolinggo.

Hal lain yang juga menarik perhatian untuk dikaji lebih mendalam
terkait dengan perolehan opini LKPD '4 1 LKPD memperolch Opini
Kab/Kota se Prov. Jawa Timur yang =S VIE Ugh Salms evtit

5 = turut (2014-2106), yaitu:
menunjukkan bahwa hanya satu LKPD Kab. Pacitan
kabupaten yang menerima opini WTP
tiga tahun berturut-turut yaitu Kab.
Pacitan.

'% 4LKPD memperoleh Opini
WDP tiga tahun berturut-
turat (2014-2016), yaitu:

s S 5 - o LKPD Kab. Bangkalan; Kab.
WTP 3 WDP3 WTP ke WDP ke | Sampang; Kab. Sumenep; dan
Campuran | :
Tahun Tahun WoP WP I Kota Probolinggo.
®Jumlah 1 4 3 5 25 |

ermbe: LHP BPK atas LKPD Kab/Kara se Jawa TJmur T4 20!4—2016 -

\sb 3 LKPD mengalami penurunan opini dari WTP (2014 & 2015) men]adl WDP (2016)
i adalah LKPD Kab. Nganjuk; Kab. Tulungagung; dan Kota Madiun;

% 5 LKPD mengalami peningkatan opini dari WDP (2014 & 2015) menjadi WTP (2016)
adalah LKPD Kab. Blitar; Kab. Kediri; Kab. Lamongan; Kab. Trenggalek; dan Kota Pasuruan.
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Dengan perolehan opini yang sedemikian, Pemerintah Kab/Kota se-
Prov. Jawa Timur harus terus meningkatkan kemampuannya dalam
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga
perolehan opini dari masing-masing kab/kota lebih baik pada masa akan
datang. Terutamanya keberadaan kab/kota di Prov. Jawa Timur adalah daerah
yang terletak di satu wilayah yang sama dengan Kota Surabaya sebagai kota
termaju di Indonesia yang sudah tentu memiliki kualitas sumber daya manusia
yang lebih baik serta memiliki akses informasi dan teknologi yang mampu
menjalankan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah yang baik.
Gambaran mengenai perolehan opini BPK atas LKPD Kab/Kota se-Provinsi
Jawa Timur untuk tahun anggaran 2014-2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Opini LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur TA 2014-2016

ﬁ
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thanokeoal - WIGORR' .- WIP. - WiP « Kab. Ponorogo w:r‘:r ;pp ﬂi ﬂp
iomgn v e Wi v
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F. DAK dan Opini BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur

Dilihat dari penerimaan total DAK dan perolehan opini LKPD selama
tiga tahun berturut-turut 2014-2016, terdapat tiga kabupaten yang nilai
penerimaannya cukup besar dibandingkan kab/kota lain se Prov. Jawa Timur
yaitu: Kab. Sumenep sebesar Rp522.552.775.107 (3,27%); Kab. Bangkalan
sebesar Rp563.505.123.000 (3,53%); dan Kab. Sampang sebesar
Rp624.715.460.494 (3,91%). Sedangkan opini yang diterima oleh ketiga
kabupaten tersebut adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Kondisi sebaliknya terjadi pada Kab. Pacitan dimana perolehan opini
BPK atas LKPD tiga tahun berturut-turut adalah WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian), namun DAK yang diterima relatif kecil yaitu sebesar
Rp369.622.478.658 (2,31%). Begitu juga dapat dilihat pada kab/kota yang
berhasil meningkatkan perolehan opininya dari WDP menjadi WTP seperti
Kota Pasuruan dan Kab. Trenggalek, namun nilai DAK yang diperoleh relatif
kecil.

Dengan demikian perolehan opini atas LKPD bagi sebuah daerah belum
menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan alokasi DAK untuk tahun
anggaran selanjutnya. Padahal perolehan opini yang baik atas LKPD
merupakan modal awal bagi daerah untuk membangun kepercayaan publik
dalam penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban DAK yang
efektif, efisien dan akuntabel.

Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit dasar pertimbangan yang
digunakan oleh BPK dalam memberikan opini yang rendah (semisal WDP dan
TMP) disebabkan temuan dan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan
belanja modal dan penatausahaan Aset yang sangat mungkin sumber
pendanaannya didominasi dari penerimaan transfer pusat berupa Dana
Alokasi Khusus (DAK), terutama DAK Fisik. Hal ini sebagaimana dijelaskan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan
dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah; peralatan dan
mesin; gedung dan bangunan; jalan; irigasi; dan jaringan; serta aset tetap
lainnya. Sedangkan alokasi DAK sendiri dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang
outputnya berbentuk Aset Tetap.
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Sedangkan terkait dengan pengungkapan temuan yang terdapat indikasi
kerugian negara juga telah disampaikan oleh Maulana (2013)' yang
mengungkapkan bahwa indikasi korupsi oleh pemerintah daerah banyak
terjadi dalam pengelolaan anggaran belanja yang digunakan untuk
pembangunan fisik fasilitas umum, seperti: rekanan yang tidak menyelesaikan
pekerjaan; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; pekerjaan dan
spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak; dan lain sebagainya.

Kondisi demikian diantaranya dapat dilihat seperti pada temuan yang
diungkap oleh BPK atas LKPD Kab. Bangkalan TA. 2016, dimana
pengungkapan temuan yang menyebutkan dari realisasi Belanja Modal Jalan
Irigasi dan Jaringan sebesar Rp275,43 miliar, diantaranya sebesar Rpl,84
miliar merupakan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada
pekerjaan konstruksi jalan, jaringan dan irigasi. Hal tersebut berdampak pada
kurang andalnya penyajian belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada
Laporan Realisasi Anggaran. Dengan dasar inilah BPK memberikan opini atas
LKPD Kab. Bangkalan dengan opini WDP.

Begitu juga terhadap temuan BPK atas LKPD Kab. Sampang
khususnya terkait penatausahaan aset terjadi temuan yang sama, baik di tahun
2015 maupun di tahun 2016. Temuan yang dimaksud adalah Aset Lain-Lain
sebesar Rp650.463.459.089,00 tidak memiliki rincian Aset yang memadai di
LHP tahun 2015 dan temuan atas rincian Aset Lain-Lain yang belum dapat
diyakini asersi hak dan kewajibannya sebesar Rp61.120.264.033,60 pada LHP
tahun 2016. Dengan pengungkapan atas temuan tersebut, BPK menjadikannya
sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) atas LKPD Kab. Sampang di TA 2016.

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas tentang pentingnya fungsi
dan peran dana transfer pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) dalam mempercepat pembangunan dan mempersempit
kesenjangan pembangunan antar daerah, maka fungsi pengawasan perlu
dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkala oleh seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) baik pemerintah, lembaga legislatif maupun
masyarakat umum.

Langkah pengawasan yang dapat dilakukan oleh anggota legislatif
adalah dengan memastikan agar pemerintah pusat dan daerah menindaklanjuti
berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD yang berkaitan
dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, khususnya
DAK.

! Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran/Seknas Fitra.

13



BAB III

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR

Untuk memberikan gambaran penatausahaan dan pertanggungjawaban

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,
sebagai bahan pengambilan kebijakan Anggota Dewan dalam
menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, maka pada bagian ini akan
disajikan gambaran umum dan analisis Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari laporan
hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) yang disusun berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI.

Penyusunan kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Dapil
DPR RI ini dimaksudkan untuk memudahkan Anggota Dewan dalam
memperoleh informasi sesuai dengan daerah pemilihannya. Analisis Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur terdiri dari
11 Dapil DPR RI yang meliputi 38 kabupaten/kota.

Berikut gambaran umum dan analisis Dana Alokasi Khusus (DAK)
pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

e e A o W D SOOL AR UTH FOE DA UM MO SO NAS HSND BOR AN NS MGG AR D6 Den SR M G55 S04 RO M (SN DN SN NN WOR AR DD WS GRe R U S e

Dapil | Opini LKPD

. S, $5E WEZ) IR EET DEA) 9E1 TR

o Kab.
Sidoarjo

e Kota
Surabaya
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Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Sidoarjo
pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami peningkatan opini di tahun
2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini tersebut
dapat dipertahankan di tahun 2016. Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Sidoarjo sudah
dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Kabupaten

Sidoarjo, khususnya -~ ~
Grafik 6. Realisasi

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Khusus (DAK) Kabupaten | kab. sidoarjo TA 2014-2016

terkait Dana  Alokasi

Sidoarjo, yang
realisasinya terus
meningkat dari tahun 2014
ke tahun 2015 sebesar - -

3,07%. Kemudian dari f 2014 5 2015 2016
Sidoarjo

tahun 2015 sampai dengan | :
\__ |®™ DAK| 58.852.358.000 | 60.659.030.000 |307.378.513.663/

2016 kembali mengalami

peningkatun SﬁbCSﬂ[’ Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. diolah
406,73%. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 6. Peningkatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Kabupaten Sidoarjo yang sangat tajam di tahun 2016,
dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam
Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan
Profesi Guru.

Dilihat dari bidang program, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji pada
Grafik 9. di bawah ini menjelaskan bahwa penggunaan DAK Fisik di tahun

2016 lebih difokuskan pada pembangunan bidang Irigasi. Kemudian diikuti
dengan bidang Infrastruktur Publik Daerah. Sementara pada tahun 2014 dan
2015, realisasi DAK tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016,
terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp194.235.712.000,00.




( Grafik 7. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Sidoarjo TA 2014-2016 ﬁ
DAK Infrastruktur Publik Daerah

DAK Infrastruktur Sanitasi

DAK Pemukiman

DAK Keselamatan Transportasi Darat

DAK Perdagangan

DAK Lingkungan Hidup

DAK Kehutanan

DAK Pertanian

DAK Kelautan dan Perikanan

DAK Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
DAK Irigasi

DAK Jalan

DAK Keluarga Berencana

DAK Kesehatan

DAK Pendidikan

o 5
Sumber: LHP BPK R atas LKPD TA 2014-2016, diolah
Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan Non Fisik di
Kabupaten Sidoarjo, maka realisasi DAK Non Fisik (63%) lebih besar dari
DAK Fisik (37%). Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan
terhadap total DAK, namun DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi
terbesar pada kenaikan total DAK. Sedangkan secara nominal peningkatan
realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp52 miliar.
Khusus DAK Fisik, umumnya dialokasikan sebagai sumber

endanaan untuk
P 7 @raﬂk 8. Tren Realisasi Penerimaan DAK Fisik dan iy
belanja modal. Belanja Modal Kab. Sidoarjo TA 2014-2016

Untuk itu

perbandingan ._________..-o\.

antara realisasi

u 2014
W 2015
m 2016

DAK (Fisik) dan
Belanja Modal 2014 2015 2016
dapat dilihat Kabupaten Sidoarjo

| === Belanja Modal | 691.163.487.699 | 936.192.614.541 | 809.997.501.058
pada Grafik 8. —

s DAK Fisik 58.852.358.000 | 60.659.030.000 | 113.142.801.663 |

disamping  ini.
Dalam tahun Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 , diolah

2014 ke 2015, terjadi peningkatan realisasi belanja modal, meskipun
mengalami penurunan realisasi pada tahun 2016. Sedangkan di sisi lain,
realisasi DAK mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2014 sampai
2016.

Perolehan opini Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014, 2015 dan 2016
yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kabupaten Sidoarjo bebas
dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait Dana
Alokasi Khusus (DAK), hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016
mengungkapkan adanya permasalahan kesalahan klasifikasi anggaran belanja,
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yang harusnya masuk ke Belanja Modal dicatat pada Belanja Barang atau Jasa,
permasalahan tersebut disebabkan karena pengelola anggaran pemerintah
Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya mempedomani Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP). Untuk itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu
melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola
anggaran di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai pekerjaan yang tidak sesuai
dengan kontrak kerja dan kekurangan volume pekerjaan, yang terjadi karena
adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan
kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak
kerja, yang diakibatkan karena ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan
kekurangoptimalan Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak.

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, maka perlu
menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota
DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam
pembahasan penyusunan rencana APBN di tahun yang akan datang.
Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI
atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala
setiap semester tahun anggaran.

Kota Surabaya

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Surabaya pada
tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 2015
menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil
mempertahankan opini tersebut pada tahun 2016. Peningkatan opini ini
menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota
Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota Surabaya
khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya yang
realisasinya terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Hal
tersebut dapat dilihat pada Grafik 9.
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Grafik di samping ini menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi
Dana DAK Kota i

Surabaya secara Grafik 9. Realisasi DAK Kota Surabaya TA 2014-2016
nominal menurun

sebesar 64%

dibandingkan tahun

2014, dan

mengalami

peningkatan yang o

sangat  signifikan 014 | 2015 | 206

di tahun 2016 Kota Surabaya

sebesar  4.038% {_ [ m DAK |19.854.669.000] 7.125.690.000 294.850.212.000 i

atau 40  kali
dibandingkan
dengan tahun 2015. Peningkatan DAK Kota Surabaya yang sangat tajam di
tahun 2016, digunakan untuk kegiatan fisik infrastruktur Air Minum dan
Infrastruktur Publik Daerah, tanpa adanya kegiatan non fisik. Sedangkan
untuk TA 2014 dan 2015 DAK dialokasikan untuk kegiatan non fisik yaitu
kegiatan non reboisasi dengan nilai masing-masing sebesar Rp19.854.669.000
dan Rp7.125.690.000.

Terkait dengan DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu

di antara sumber - =5

pendanaan belanja Grafik 10. Tren Realisasi Penerimaan DAK Fisik dan
modal di Kota Belanja Modal Kota Surabaya TA 2014-2016
’

Surabaya belanja
modal untuk tahun

2014 dan 2015 /
didanai oleh
APBD. Sedangkan

2
untuk tahun 2016 —

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

DAK Fisik 2014 | 2015 | 2016

ke Kota Surab
memiliki o

e st Belanja Modal [1.404.366.425.421[1.785.125.255.500[ 1.789,394.044.827
kontribusi  besar \_ | === DAK Fisik 2 : 294.850.212.000

untuk belanja
modal di Kota
Surabaya, dimana kenaikan DAK Fisik sebanding dengan kenaikan belanja
modal. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 10. diatas.

Dalam aspek perolehan opini Kota Surabaya pada tahun 2014, 2015
dan 2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kota Surabaya
bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait
Dana Alokasi Khusus (DAK), hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)
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mengungkapkan adanya permasalahan kesalahan kiasifikasi anggaran belanja,
yang harusnya masuk ke Belanja Modal dicatat pada Belanja Barang atau Jasa.
Permasalahan tersebut terjadi karena Tim Anggaran Pemkot Surabaya tidak
cermat dalam melakukan evaluasi anggaran bzlanja daerah dan belum
sepenuhnya mempedomani SAP, dan Kepala SKPD terkait tidak cermat
dalam mengusulkan rencana anggaran belanja daerah dan belum sepenuhnya
mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan
sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat begi pengelola anggaran di
lingkungan Kota Surabaya.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang terjadi pada TA 2014 dan 2015
dan kekurangan volume pekerjaan pada TA 2016, yang terjadi karena adanya
perubahan kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi pe<erjaan dengan kontrak dan
penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari
ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan kekurengoptimalan Kepala Dinas
dalam mengendalikan pengawasan kontrak.
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Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab.
Pasuruan pada tahun 2014, opini yang diperoleh adalah Wajar Tanpa
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami
peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang kemudian dapat dipertahankan pada tahun 2016. Peningkatan
opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban
keuangan Kabupaten Pasuruan sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan perolehan opini atas LKPD Kab. Pasuruan TA 2014
sampai dengan 2015 diikuti dengan penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus

(DAK)  Kab. \

Pasuruan Grafik 11. Realisasi Penerimaan DAK
e 13% Kab. Pasuruan TA 2014-2016
o

dari tahun 2014

sampai dengan :
2015. Namun

dari tahun 2015 ﬂ

sampai dengan i '

2016 perolehan 2014 | 2015 | 2016
opini WTP Kab Pasuruan
o % DAK i i i x s R 5 . u
dapat it o | 83.588.340.000 | 72.940.100.000 356.153.803.649 5,
dengan Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, (diolah)
peningkatan

realisasi DAK sebesar 388% (lihat Grafik 11.), meskipun peningkatan DAK
tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi dari sebagian besar anggaran
penyesuaian ke anggaran DAK Non Fisik. Jika dilihat per bidang, realisasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014-2016
adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 12. di bawah ini yang terlihat bahwa
penggunaan bidang pembangunan tertinggi yang didanai oleh DAK Fisik
tahun 2016 adalah bidang Prasarana Jalan, yang kemudian diikuti bidang
Infrastruktur Publik Daerah. Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi
DAK tertinggi pada bidang Pendidikan dan DAK tambahan Pendukung
Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2). Khusus di tahun 2016, terdapat
alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp185.255.122.000,00.
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Grafik 12. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Pasuruan TA 2014-2016

DAK Jalan Jembatan

DAK Infrastruktur Publik Daerah N 2014
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DAK Air Minum dan Sanitasi
DAK Prasarana Irigasi
DAK Prasarana Jalan
DAK Keluarga Berencana
DAK Kesehatan |

DAK Pendidikan
b )

N

Sumbher: LHP RPK RI atas 1LKPD TA 2014-2016 dinlah

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Pasuruan, DAK Non Fisik realisasinya lebih besar yaitu 52%
dari DAK Fisik sebesar 48%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang
signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik yang memberikan
kontribusi  terbesar

’ r 2R
Pada kenaikan Grafik 13. Tren Realisasi Penerimaan DAK Fisik dan
realisasi DAK Total. Belanja Modal Kab. Pasuruan TA 2014-2016
Sedangkan  secara
nominal peningkatan
realisasi DAK Fisik
adalah 4 sebesar > ° s
Rp97,9 miliar. 2014 2015 2016
Terkait dengan tren Kab Pasuran
3 5 S === Belanja Modal 326.767.786.480 464.634.017.141 838,440.054.782
realisasi DAK Fisik —
e DAK Fisik 83,588.340,000  72.940.100.000 170.898.681.649

dan Belanja Modal ‘-
dapat digambarkan  Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah
pada Grafik 13.

Grafik 13. di atas menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2015,
terjadi penurunan realisasi DAK sebesar 13%. Namun pada 2016, realisasi
DAK meningkat secara signifikan sebesar 134%. Di sisi lain, realisasi Belanja
Modal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Perolehan opini Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014, 2015 dan 2016
yang sudah cukup baik tidak serta merta membuat Kabupaten Pasuruan bebas
dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait Dana
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Alokasi Khusus (DAK), hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016
mengungkapkan adanya permasalahan pada Sistem Pengendalian Intern yaitu
penatausahaan Aset Tetap belum optimal dikarenakan Badan Keuangan
Daerah (BKD) belum menindaklanjuti permasalahan atas alat bantu aplikasi
Sistem Informasi Daerah-Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) yang belum
dapat menyaring satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dan menyajikan
daftar penyusutan karena pengembang aplikasi belum bisa memperbaiki
kekurangan tersebut. Akibatnya, pembatasan nilai satuan minimum
kapitalisasi dan daftar penyusutan Aset Tetap dilaksanakan secara manual
yang membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko terjadi kesalahan, serta
penyajian informasi atas Aset Tetap belum sepenuhnya menggambarkan nilai
yang sebenarnya.

Selain itu, terdapat juga temuan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait Aset Tetap atas Belanja Modal Gedung dan
Bangunan yaitu mengenai volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil
fisik pekerjaan, dimana terdapat kekurangan pada beberapa item pekerjaan
yang disebabkan karena ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan kurang
optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan atas pekerjaan.

Kota Pasuruan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Pasuruan pada
tahun 2014 dan 2015 berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 2016
menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini
menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota
Pasuruan sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan i

s Grafik 14. Realisasi DAK Kota Pasuruan TA 2014-
perolehan opini Kota 2016
Pasuruan ternyata diikuti
oleh peningkatan nilai
realisasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) Kota
Pasuruan dari tahun 2014

sampai dengan  2016. i lkmafﬁmni ¥
Grafik 14. di samping & [ DA | 28.041.850.000 | 32.176:832.000 | 92.196.898.895 &

menjelaskan bahwa pada
tahun 2015  terdapat
peningkatan nilai realisasi DAK sebesar Rp4.134.982.000 (14,75%)
dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016
sebesar Rp60.020.066.895 (186,53%) dibandingkan dengan tahun 2015.

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah
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Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016 cukup signifikan
karena adanya reklasifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbagi
menjadi dua rincian, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Sebelumnya,
sebagian besar anggaran DAK Non Fisik diklasifikasikan ke dalam transfer
pemerintah pusat lainnya.

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Fisik Kota Pasuruan dari tahun
2014-2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 15. berikut:

Grafik 15. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Pasuruan TA 2014-2016

DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)
DAK Bidang Perdagangan
DAK Keselamatan Transportasi...
DAK Bidang Keluarga Berencana
DAK Bidang Lingkungan Hidup m 2016
DAK Bidang Pertanian
DAK Bidang Kelautan & Perikanan
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
DAK Bidang Infrastruktur Jalan
DAK Bidang Infrastruktur
DAK Bidang Kesehatan
DAK Bidang Pendidikan
. A
Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

] 2014
g 2015

Dari grafik tersebut terlihat bahwa penggunaan Dana Alokasis{husus
(DAK) Fisik tertinggi di tahun 2016 pada bidang Infrastruktur Publik Daerah,
yang kemudian adalah bidang Kesehatan. Sementara pada tahun 2014 dan
2015 realisasi DAK tertinggi ada pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun
2016 terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp38.131.520.895,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kota Pasuruan, realisasi DAK Fisik lebih besar yaitu sebesar 59% dari
DAK Non Fisik yang hanya sebesar 41%. Sedangkan secara nominal
peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp21,8 miliar.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 16. menggambarkan
perbandingan antara realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal di mana dalam
waktu tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal yang
berbanding lurus dengan peningkatan realisasi DAK.
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Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Probolin
pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami peningkatan opini di tahun

2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini tersebut

dapat dipertahankan di tahun 2016. Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa

penatausahaan dan pert: ungjawaban keuangan Kabupaten Probolinggo
sudah dilaksanakan dengan baik.
Peningkatan perolehan opini Kabupaten Probolinggo ternyata diikuti
oleh peninokatan o L T
nilai realisasi Dana | Grafik 17. Realisasi DAK Kab. Probolinggo
Alokasi Khusus i e
(DAK) dari tahun
2014 sampai dengan
2016. Hal tersebut
dapat dilihat pada
Grafik 17. vyang

menggambarkan

bahwa pada tahun



Grafik 18. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Probolinggo TA 2014-2016

DAK Bidang Infrastruktur Publik...

DAK Bidang Keselamatan...
B m 2015

DAK Bidang Perindustrian...
DAK Bidang Pariwisata W 2016

DAK Bidang Lingkungan Hidup&...
DAK Bidang Kelautan & Perikanan
DAK Bidang Kedaulatan Pangan
DAK Bidang Perumahan, Air...
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
DAK Bidang Infrastruktur Jalan
DAK Bidang Kesehatan dan...
DAK Bidang Pendidikan

N /
Sumber: LHP BPK RI atas LKPD T4 2014-2016. diolah

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Probolinggo, DAK Non Fisik realisasinya lebih besar yaitu
sebesar 61% dari DAK Fisik yang hanya sebesar 39%. Artinya meskipun
terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik
yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.
Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri
adalah sebesar Rp17,1 miliar.

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu di
antara sumber kegiatan belanja modal, maka Grafik 19. ini menggambarkan
tren realisasi DAK

‘. . Grafik 19. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
F‘S}k meningkat Kab. Probolinggo TA 2014-2016
setiap tahunnya.
Berbeda  dengan ./\_.
realisasi belanja
mod?l di tahun 2015 e e e
meningkat, namun 2014 | 2015 I 2016
di tahun 2016 terj adi Kab Probolinggo
peﬂuﬂmaﬂ Scbesar s Belanja Modal | 219.199.470.248 | 343.189.339.904 | 289.647.660.708
16% \_ | = DAK Fisik 69.707.430.000 | 78.887.940.000 | 96.045.585.798 }

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. diolah
Perolehan opini Kabupaten Probolinggo yang sudah cukup baik
dengan peningkatan perolehan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) untsiik tanurf 2070, ddak methoual ERP KaoTrroobiinggd vepas’aar
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait Dana Alokasi
Khusus (DAK) diungkapkan adanya permasalahan pada penyajian Aset Tetap
belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
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Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa temuan Aset Tetap pada
LKPD TA 2015 belum seluruhnya ditindaklanjuti dan penyajian Aset pada
Neraca per 31 Desember 2016 belum sesuai®standar Akuntansi Pemerintahan
serta penatausahaan barang milik daerah belum memadai, baik pada aset
tanah, aset gedung dan bangunan, aset jalan, irigasi dan jaringan. Akibatnya,
saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 belum sepenuhnya menggambarkan
kondisi sebenarnya dan penerimaan daerah dari pemanfaatan aset berpotensi
berkurang.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai ketidaksesuaian
pelaksanaan dan keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan pembangunan
dan rehabilitasi gedung. Hal itu disebabkan karena ketidakcermatan pelaksana
pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan
pengawasan atas pelaksanaan tugas pada masing-masing kegiatan.

Kota Probolinggo

Beradsarkin 1dporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Probolinggo pada
tahun 2014, 2015, dan 2016 berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Perolehan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan
dan pertanggungjawaban keuangan Kota Probolinggo masih kurang baik.
Perolehan Opini pada Kota Probolinggo ternyata tidak mempengaruhi
penerimaan Dana Alokasi Khusus. Hal ini terbukti dengan perolehan opini
Waiar Dengan Pengecualian (WDP) selama tigasi@sitassfen = "7



Fisik dan DAK Non Fisik. Sebelumnya, sebagian besar anggaran DAK Non
Fisik diklasifikasikan ke dalam transfer pemerintah pusat lainnya.

Jika dilihat dari bidang kegiatan, realisasi Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kota Probolinggo dari tahun 2014-2016 dapat digambarkan
sebagaimana Grafik 21. berikut:

¢ 5
Grafik 21. Realisasi DAK Fisik/Bidang

Kota Probolinggo TA 2014-2016

DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)
DAK Bidang Kehutanan
DAK Bidang Perumahan & Kawasan...
DAK Bidang Perdagangan
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
DAK Lingkungan Hidup
DAK Bidang Keluarga Berencana
DAK Bidang Pertanian
DAK Kelautan & Perikanan
DAK Bidang Sanitasi
DAK Bidang Air Minum
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
DAK Bidang Infrastruktur Jalan
DAK Bidang Kesehatan
DAK Bidang Pendidikan

. o
Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016,

m 2015

m 2016

Grafik 21. di atas menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik
tertinggi terjadi di tahun 2016 adalah dibidang Infrastruktur Publik Daerah,




[ )

Grafik 22. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
Kota Probolinggo TA 2014-2016

.\./.

G ® ®
2014 | 2015 | 2016
Kota Probolinggo
s Belanja Modal 106.923.357.839 74.291.701.183 147.705.780.026
@ DAK Fisik 24.483.458.000 38,181.304.000 34,261.656.000
2

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Terkait dengan opini BPK atas LKPD Kota Probolinggo sejak tiga
tahun berturut-turut (2014-2016) diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) yang memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan Kota Probolinggo
masih banyak ditemukan permasalahan. Termasuk permasalahan Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang diungkap dari hasil pemeriksaan BPK Semester
I tahun 2016.

Antaranya adalah mengenai pengelolaan Aset Tetap yang belum
tertib yang mengakibatkan Saldo Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan, dan
Beban Penyusutan yang disajikan pada laporan keuangan belum sepenuhnya
dapat diyakini kewajarannya dan potensi hilangnya Asetgkatap yang dimiliki
karena pengamanan belum memadai. Hal itu disebabkan karena Sekretaris
Daerah dan Kepala Dinas terkait belum optimal dalam mengelola Barang
Milik Daerah dan Aset Tetap, serta belum menindaklanjuti permasalahan atas
pemeriksaan BPK. Kemudian terdapat temuan mengenai beban Dana BOS
yang disajikan di laporan operasional serta saldo kas di bendahara BOS dan
Aset Tetap dari Dana BOS yang disajikan di neraca tidak dapat diyakini
kewajarannya. Hal itu disebabkan karena dinas terkait belum memiliki standar
mengenai pengelolaan dana BOS dan kurang cermat dalam menyusun laporan
keuangan.

Selain itu, terdapat juga temuan terkait dengan Aset Tetap atas
Belanja Modal pengadaan jalan dan jembatan mengenai volume pekerjaan
yang tidak sesuai dan kesalahan dalam membuat Rencana Anggaran dan
Biaya atas pengujian laboratorium yang seharusnya tidak menjadi item
pekerjaan sendiri melainkan menjadi bagian dalam harga satuan pekerjaan.
Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan kurang
optimalnya Kepala Dinas dalam menyusun kontrak dan melakukan
pengawasan atas pekerjaan rekanan.
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Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, maka perlu
menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota
DPR RI dalam menjalankan fumgsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil
pengawasan tersebut dapat d gunakan sebagai dasar petimbangan dalam
pembahasan penyusunan rencana APEN di tahun veng akan datang.
Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil p2meriksaan BPK RI
atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala
setiap semester tahun anggarar.
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Kabupaten Situbondo

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Situbondo
pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami penurunan opini di tahun 2015
menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian kembali
mengalami peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di
tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Situbondo sudah dilaksanakan
dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten
Situbondo, e
khususnya terkait
Dana Alokasi
Khusus (DAK)
yang realisasinya
terus  meningkat
dari tahun 2014

Grafik 23. Realisasi DAK Kab. Situbondo TA 2014-2016

sampai dengan
2016 sebagaimana 2014 | 2015 ! 2016
dapat dilihat pada fab siabiondo
{: |IDAK 92,072.040.000j115.454.310.000]276.737.356.732 =
Grafik 23.

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. diolah

Grafik di atas menjelaskan bahwa di tahun 2015 terjadi peningkatan
nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 126% dibandingkan tahun
2014. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2016 sebesar
238%. Peningkatan DAK Kab. Situbondo tahun 2016, dikarenakan adanya
realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam Dana Alokasi
Khusus (DAK) yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru
PNSD.

Jika dikelompokkan pada bidang kegiatan, maka realisasi DAK Fisik
Kab. Situbondo sejak tahun 2014 sampai 2016 adalah sebagaimana tergambar
pada Grafik 24. di bawah ini yang menggambarkan bahwa penggunaan DAK
Fisik tertinggi terjadi di tahun 2016 adalah pada bidang Infrastruktur Publik
Daerah, yang kemudian kedua tertinggi adalah di bidang Kesehatan, Irigasi
dan Infrastruktur Jalan.
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Grafik 24. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Situbondo TA 2014-2016

DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah SEcEsEsEmE——
DAK Bidang Prasarana Pemda

DAK Bidang Perhubungan

DAK Transportasi Perdesaan

DAK Bidang Perumahan Dan Pemukiman
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DAK Keselamatan Transportasi Darat
DAK Perdagangan

DAK Kehutanan

DAK Keluarga Berencana

DAK Lingkungan Hidup

DAK Pertanian

DAK Kelautan dan Perikanan

DAK Infrastruktur Sanitasi

DAK Infrastruktur Air Minum

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

DAK Bidang Infrastruktur Jalan

DAK Bidang Kesehatan

DAK Bidang Pendidikan
e /

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

= 2014
® 2015
W 2016

Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK Fisik tertinggi
pada bidang Pendidikan, Pertanian, dan Kesehatan. Khusus di tahun 2016,
terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar
Rp120.080.344.000,00, dimana dialokasikan untuk DAK Jampersal, Biaya
Operasional Kesehatan, BOP PAUD, BOP KB, Tunjangan Profesi Guru
PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Situbondo, DAK Fisik realisasinya lebih besar yaitu sebesar
57% dari DAK Non Fisik yang sebesar 43%. Artinya meskipun terjadi
kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Fisik yang
memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.
Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri
adalah sebesar Rp40 miliar.

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu diantara
sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka di Kab. Situbondo
menggambarkan tren perkembangan yang sejalan antara peningkatan realisasi
belanja modal dengan realisasi penerimaan DAK Fisik, sebagaimana tersaji
pada Grafik 25.
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Grafik 25. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
Kab. Situbondo TA 2014-2016

/‘

G comsmm e .

2014 | 2015 | 2016
Kab Situbondo

e@==Belanja Modal | 325.053.037.623 | 340.683.173.357 | 416.863.544.279

e DAK FISIK 92.072.040.000 | 116.454.810.000 | 156.657.522.782

% oy
Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Perolehan opini LKPD Kab. Situbondo sejak tahun 2014-2016 yang
sudah cukup baik tidak serta merta membuat Kabupaten Situbondo bebas dari
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terutama berkaitan
dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015, khusus Dana Alokasi
Khusus (DAK) diungkap adanya permasalahan mengenai Dana Bantuan
Operasional Sekolah yang belum disajikan dalam laporan keuangan, yang
disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Situbondo belum menetapkan
mekanisme pengakuan pendapatan dan belanja/beban serta rekonsiliasi dan
pelaporan Dana BOS dalam suatu Peraturan Kepala Daerah dan lemahnya
pengawasan Tim Manajemen Dana BOS Dinas Pendidikan dalam hal
pembayaran pajak tepat waktu.

Selain itu juga terdapat permasalahan penatausahaan dan pencatatan
Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan yang disebabkan karena pengelola
anggaran pemerintah Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya mempedomani
SAP. Untuk itu pemerintah Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi
SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola anggaran di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya, terdapat juga temuan mengenai kekurangan volume
pekerjaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuain
spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang
melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan pelaksana
pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan
pengawasan kontrak.
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Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso memiliki prestasi yang sangat baik dalam
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangannya. Hal tersebut dapat
dilihat dari perolehan opini LKPD Kab. Bondowoso yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014 yang
kemudian meningkat opininya untuk LKPD TA 2015 menjadi Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten

BOﬂdOWOSO, terutama ( Grafik 26. Realisasi DAK Kab. Bondowoso ol
terkait Dana Alokasi TA 2014-2016

Khusus (DAK) yang st

realisasinya terus /

meningkat dari tahun

2014 sampai dengan bt .
2016 sebagaimana

dapat dilihat pada 014 | 205 | 2016
Grafik 26. Kab Bondowoso
| W DAK | 91.,063.070.000 | 122.444.580.000] 299.830.707.432 J

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Grafik 26. di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi
peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 134%
dibandingkan tahun 2014. Kemudian mengalami peningkatan juga di tahun
2016 sebesar 245% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan DAK Kab.
Bondowoso di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer
pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK. Sedangkan jika dilihat per bidang
kegiatan, realisasi DAK Kab. Situbondo tahun 2014-2016 dapat dilihat pada
Grafik 29. di bawah ini yang menggambarkan bahwa penggunaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi terjadi pada TA 2016 adalah dibidang
Infrastruktur Jalan, yang kemudian diikuti bidang Irigasi dan Kesehatan.
Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK tertinggi pada bidang
Pendidikan, Pertanian, dan Pelayanan Kesehatan.

Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik sebesar Rp120.080.344.000,00, dimana dialokasikan untuk DAK
Jampersal, Biaya Operasional Kesehatan, BOP PAUD, BOP KB, Tunjangan
Profesi Guru PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.
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Grafik 27. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Bondowoso TA 2014-2016
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Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non
Fisik di Kabupaten Bondowoso, DAK Non Fisik realisasinya hampir
sama dengan DAK Fisik yaitu masing-masing sebesar 52% dan 48%.
Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total,
namun DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi lebih besar pada
kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan
realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp22 miliar.

Khusus D g Grafik 28. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 7}
Fisik yang umumnya Kab. Bondowoso TA 2014-2016
salah satu sumber
pendanaan dalam
. e —=i
belanja modal, maka i
tren peningkatan 2014 2015 2016

F v i Kab Bondowoso
realisasi DAK Fisik wpoees Belanja Modal 311.495.490.129 404.576.533.400 425.425,089,820
dan belanja modal \ =—e==DAKFISIK  ©1.063.070.00 122.444.580.000 144.337.122.43)

setiap tahun dapat g . . ;up EpK RI cras LKPD T4 2014-2016, diolah
digambarkan pada

Grafik 28.
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Terkait dengan perolehan opini atas LKPD Kab. Bondowoso sejak
2014 sampai dengan 2016 yang sudah cukup baik, tidak serta merta membuat
pengelolaan keuangan Kab. Bondowoso bebas dari permasalahan. Terutama
pengelolaan DAK.

Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016, khusus Dana Alokasi
Khusus (DAK) diungkapkan oleh BPK mengenai permasalahan
penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan yang
disebabkan karena pengelola anggaran Pemerintah Kab. Bondowoso belum
sepenuhnya mempedomani SAP. Untuk itu Pemerintah Kab. Bondowoso
perlu melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat bagi pengelola
anggaran di lingkungan Kabupaten Bondowoso.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai kekurangan volume
pekerjaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian
spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang
melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan pelaksana
pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan
pengawasan kontrak.

Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, perolehan opini
Kabupaten Banyuwangi menunjukkan prestasi yang sangat baik yakni opini
Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun
2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP pada
tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Banyuwangi sudah dilaksanakan
dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk

mengawal pengelolaan dan - )
pertanggungjawaban Grafik 29. Realisasi DAK Kab. Banyuwangi
6

keuangan  daerah  Kab. ket
Banyuwangi, terutama
terkait Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kab. Banyuwangi
yang realisasinya  terus -
meningkat dari tahun 2014

& 2014 [ 2015 } 2016
Sampal dengan 20 1 6 Kab Banyuwangi
Sebagaimaﬂa dapat dl]].hat \ [IDAK 48.040.230.000 ‘ 126.464.240.000 J 357.337.495.217 /
pada Grafik 29. Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah
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Grafik 29. menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan
nilai realisasi DAK sebesar 263% dibandingkan tahun 2014, dan kembali
mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 283% dibandingkan dengan
tahun 2015. Meskipun realisasi DAK Kab. Banyuwangi di tahun 2016
mengalami peningkatan, namun peningkatan ini hanya menyerap 53,88% dari
anggaran, dikarenakan keterlambatan turunnya petunjuk teknis DAK dari
Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada pelaksanaan realisasi penyerapan
yang tidak optimal sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan
pelaksanaan DAK kepada Pemerintah Pusat. Keterlambatan pelaporan
tersebut berdampak pada kurangnya penerimaan DAK yang seharusnya
menjadi penerimaan bagi Pemerintah Daerah.

Sedangkan dilihat dari bidang kegiatan, realisasi DAK Kab.
Banyuwangi sejak tahun 2014 sampai 2016 adalah sebagaimana disajikan
pada Grafik 30. di bawah yang menggambarkan bahwa penggunaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi terjadi di tahun 2016 adalah pada
bidang Infrastruktur Publik Daerah, yang kemudian diikuti dengan bidang
Pendidikan dan Pertanian.

Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK tertinggi pada
bidang Infrastruktur Jalan, Pertanian, dan Pendidikan. Khusus di tahun 2016,
terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar
Rp283.062.418.000,00, dimana dialokasikan untuk BOP PAUD, BOP KB,

Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- L = N

Grafik 30. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Banyuwangi TA 2014-2016
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Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah
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Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Banyuwangi, DAK Non Fisik realisasinya lebih besar yaitu
sebesar 79% dengan DAK Fisik sebesar 21%. Artinya meskipun terjadi
kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik yang
memberikan kontribusi lebih besar pada kenaikan realisasi DAK Total.
Sedangkan secara nominal realisasi untuk DAK Fisik sendiri justru
mengalami penurunan sebesar Rp52 miliar.

Khusus DAK. Grafik 31. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal \
Fisik yang umumnya " Kab. Banyuwangi TA 2014-2016
dialokasikan sebagai
salah satu sumber /
pendanaan kegiatan
belanja modal, maka

tren realisasi g o I o

Kab Banyuwangi
pemngkatan belanJ a e Belanja Modal | 558.546.677.148 | 699.415.745.319 | 911.584.332.145
modal di Kab. \_|==e==DAKFIsK 48.040.230.000 | 126.464.240.000 | 74.275.077.217 |/

Banyuwangi  tidak  Swmber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

selamanya diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan DAK Fisik. Hal
ini dapat dilihat adanya perbedaan peningkatan keduanya dari tahun anggaran
2014 ke 2015. Namun dari tahun 2015 ke 2016, belanja modal mengalami
peningkatan, sedangkan penerimaan DAK Fisik mengalami penurunan. Hal
ini dapat digambarkan pada Grafik 31. Perolehan opini yang sudah cukup
baik, tidak serta merta membuat Kabupaten Banyuwangi bebas dari
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terutama berkaitan
dengan DAK dimana hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2016, BPK
mengungkapkan adanya permasalahan kesalahan klasifikasi anggaran belanja,
yang harusnya masuk ke Belanja Modal dicatat pada Belanja Barang atau Jasa.
Permasalahan ini dikarenakan Tim Anggaran Pemkab Banyuwangi tidak
cermat dalam melakukan evaluasi anggaran belanja daerah belum sepenuhnya
mempedomani SAP dan Kepala SKPD terkait tidak cermat dalam
mengusulkan rencana anggaran belanja daerah dan belum sepenuhnya
mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu
melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola
anggaran di lingkungan Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai kekurangan volume
pekerjaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian
spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang
melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan pelaksana
pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan
pengawasan kontrak.
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Kabupaten Lumajang

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2014, BPK menetapkan bahwa opini
LKPD Kab. Lumajang adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015
dan 2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini
ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut dapat menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kab. Lumajang

khususnya terkait )
. Grafik 32. Realisasi DAK Fisik
Dana 1
Alokas Kabupaten Lumajang TA 2014-2016
Khusus (DAK) :
. p m Kab.
yang realisasinya Lumialang
terus meningkat 226.586.895.000,00 2014
dari tahun 2014 : = Kab.
sampai tahun 74.273.112.000,00° ;‘s’;‘:‘a"g
2016 yang dapat 51.943.373.000,00 : =
o = Kab.
dilihat pada Lumajang
grafik berikut: 2016
N Sumher- FHP RPK RT atas TKPD TA 2014-2016 Adinlah /

Grafik 32. di atas

menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan nilai realisasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 42,99% dibandingkan tahun 2014, dan
kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 205,07%
dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Lumajang yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya
realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK yang
kemudian dikelompokkan sebagai DAK Fisik dan DAK Non Fisik, berupa
bantuan operasional penyelenggaraan ifAUD, tunjangan profesi guru,
tambahan penghasilan guru, bantuan operasional kesehatan dan KB, dan
peningkatan pengelolaan koperasi UKM dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan realisasi DAK Fisik Kab. Lumajang dari tahun 2014
sampai 2016 adalah sebagaimana digambarkan pada Grafik 33. maka dapat
dijelaskan bahwa bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
tertinggi terjadi di tahun 2016 pada Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang
Kesehatan, yang kemudian diikuti dibidang Infrastruktur Publik Daerah
(IPD). Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus
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(DAK) tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, realisasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 141.935.921.000,00.

-

Grafik 33. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Lumajang *
TA 2014-2016
DAK FISIK [PD 500000000 e e e e S S
BIDANG ENERGI PEDESAAN mmmm
BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN mmms
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN s #2014
BIDANG KEDAULATAN PANGAN s ™ 2015
BIDANG PERTANIAN s m 2016
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN s
BIDANG PERUMAHAN, AIR MINUM, DAN SANITASI |
BIDANG TRANSPORTAS! B
BIDANG KESEHATAN DAN KB S Ssss s e
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BIDANG PENDIDIK/AN
Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah, )

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kab. Lumajang, maka diketahui bahwa realisasi DAK Non Fisik lebih besar
dari DAK Fisik. Perbandingan persentase realisasi DAK Non Fisik dan DAK
Fisik adalah 62,64% berbanding 37,36%. Artinya bahwa DAK Non Fisik
memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Pada umumnya
Dana Alokasi
Khusus (DAK)
akan
dialokasikan
sebagai  salah
satu  sumber
pendanaan
dalam belanja
modal Kkarena
dalam DAK
terdapat alokasi
DAK Fisik,

Grafik 34. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal

Kab. Lumajang TA 2014-2016 -

~

Kab. Lumajang
2014

Kab. Lumajang
2015

Kab. Lumajang
2016

| e Belanja Modal

236.756.736.151,00

242,225.159.240,83

347.885.601.308,45

\ wnmewe DAK

51.943.373.000,00

74.273.112.000,00

226.586.895.000,994

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD T4 2014-2016. diolah

Grafik 34. menggambarkan tren realisasi DAK Fisik dan belanja modal
dimana dalam kurun waktu tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi
Belanja Modal. Sedangkan di sisi lain, realisasi DAK juga mengalami
peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara
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realisasi DAK dan Belanja Modal, mengingat adanya realisasi DAK Fisik
yang dapat dijadikan sumber pendanaan Belanja Modal.

Perolehan opini atas LKPD Kab. Lumajang pada tahun 2014, 2015 dan
2016 yang sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kabupaten Lumajang
bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pada LKPD
Kabupaten Lumajang tahun 2014-2016 mengungkapkan masih ditemukan
adanya permasalahan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap. Namun atas
permasalahan tersebut tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan
Aset Tetap Kabupaten Lumajang bersumber dari DAK atau tidak.

Kabupaten Jember

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Jember tahun anggaran 2014, BPK menetapkan opini atas LKPD
Kab. Jember adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian
mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) namun memperoleh penurunan opini pada tahun 2016
menjadi WDP. Naik turunnya opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan
dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Jember belum dilaksanakan
dengan baik.

Perolehan opini Kabupaten Jember yang berfluktuatif ternyata tidak
serta merta membuat nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten

\\
Jember o Ay r Grafik 35. Realisasi DAK Fisik Kabupaten Jember
berfluktuatif juga, TA 2014-2016
justru dari tahun
2014 sampai

430.502.552.000,00

dengan 2016 nilai
realisasi DAK
mengalami

peningkatan yang
signifikan. Hal

199.158.010.000,

87.951.090.000,00

tersebut dapat ®Kab. Jember 2014 ®Kab. Jember 2015 #Kab. Jember 2016
dilihat dari Grafik &
35. Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat digambarkan bahwa pada tahun 2015
terjadi peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar
126,44% dibandingkan tahun 2014 yang kemudian mengalami peningkatan
kembali di tahun 2016 mencapai lebih dari 100% meskipun tidak sebesar
tahun 2015. Peningkatan DAK Kab. Jember yang sangat tajam di tahun 2016,
dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK

45



Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD; Bantuan
Operasional Kesehatan; Akreditasi Rumah Sakit; Jaminan Persalinan;
Bantuan Operasional KB; Tunjangan Profesi Guru PNSD; Proyek Pemerintah
Daerah dan Desentralisasi.

Jika dilihat berdasarkan bidang kegiatan, realisasi DAK Fisik Kab.
Jember selama tiga tahun (2014-2016) dapat digambarkan pada grafik berikut:

& A
Grafik 36. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Jember TA 2014-2016
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Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah
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Grafik 36. di atas menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik
tertinggi ditahun 2016 adalah pada bidang Pelayanan Rujukan yang kemudian
diikuti bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Sementara pada tahun 2014
dan 2015, realisasi DAK tertinggi dibidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016,
realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp294.216.013.000,00.

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kab. Jember, maka realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik.
Perbandingan persentase realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah
68,34% berbanding 31,65%. Artinya bahwa DAK Non Fisik yang
memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.
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Grafik 37. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 2
Kab. Jember TA 2014-2016
\
Kab. Jember Kab. Jember Kab. Jember
2014 2015 2016
e Belanja Modal | 537.521.266.032,00 | 556.408.885.143,00 | 460.451.300.847,00
e DAK 87.951.090.000,00 | 199.158.010.000,00 | 430.502.552.000,004

alokasi DAK
Fisik.

Grafik 37. menggambarkan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2016,
adanya penurunan realisasi belanja modal dimana pada saat bersamaan
realisasi penerimaan DAK justru mengalami peningkatan. Ketika data
sebelumnya di tahun 2016 menunjukkan DAK Non Fisik memberikan
kontribusi yang lebih besar daripada DAK Fisik, maka kemungkinan
peningkatan realisasi penerimaan DAK yang terjadi digunakan untuk belanja
selain belanja modal.

Berkaitan dengan perolehan opini BPK atas LKPD Kab. Jember selama
tiga tahun berturut-turut (2014-2016) yang dinilai belum cukup baik,
menujukkan masih terdapat permasalahan pada pengelolaan keuangan daerah
tersebut. Seperti yang diungkap oleh BPK dari hasil pemeriksaan atas LKPD
Kab. Jember TA 2014, ditemukan adanya permasalahan Belanja Modal yang
dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa yaitu pengadaan barang untuk
diserahkan kepada masyarakat senilai Rp22.487.787.165,00 dan pengadaan
barang persediaan pada senilai Rp93.932.100,00. Akibatnya realisasi belanja
modal belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selain temuan kesalahan
penganggaran, terdapat pula temuan kekurangan volume pada pekerjaan
pembangunan Pagar Pengaman Bandara Noto Hadinegoro senilai
Rp19.099.202,00 dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga SMPN 7
senilai Rp13.982.999. Atas permasalahan tersebut masing-masing rekanan
belum melakukan penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai
Rp33.082.201,00.

Permasalahan kesalahan penganggaran yang terjadi pada LKPD Kab.
Jember Tahun Anggaran 2014 ditemukan kembali pada LKPD Kab. Jember
Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan pemeriksaan atas penganggaran dan
realisasi belanja tersebut diketahui terdapat kesalahan penganggaran atas
belanja modal sebesar Rp3.096.378.600,00 yang seharusnya dianggarkan dan
direalisasikan dalam Belanja Barang dan Jasa.

Cumhor: THP RPK RT atac TKPD T4 20142016 Ainlah
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Sedangkan selama tahun 2014-2016, hasil pemeriksaan BPK
mengungkapkan adanya temuen vang berulang terkait dengan penatausahaan
dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan. Atas seluruh temuan
pada Belanja Modal dan Ase: T=tap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK
pada LKPD Kabupaten Jember tidak dinyatakan secara langsung apakah
perolehan Aset ataupun Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau
tidak.
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Kota Malang

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kota Malang tahun anggaran 2014, BPK memberikan opini atas
LKPD tersebut Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-
DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 dan 2016
menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan perolehan opini ini
menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota
Malang sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan perolehan opini Kota Malang ternyata tidak serta merta

P ~ men_lburflt nilai
Grafik 38. Realisasi DAK Kota Malang TA 2014-2016 realisasi Dana
S et 0 Alokasi Khusus
(DAK) Kota Malang
® Kota Malang mengalami
2014 3 3
o Sl o ik pen.mgkatan, justru
.304.060.000, 2015 dari tahun 2014

20.590.560.000,¢
= Kota Malang sampai dengan 2016

2016 Bl Syl
nilai realisasi DAK

berfluktuatif. Hal
tersebut dapat dilihat
_/ dari grafik berikut.

Grafik 38. memberikan gambaran bahwa pada tahun 2015 telah terjadi
penurunan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 34,22%
dibandingkan tahun 2014, dan mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar
360,47% dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan DAK di tahun 2015
disebabkan karena adanya pengurangan alokasi DAK di beberapa bidang
seperti bidang Pendidikan (SD/SDLB), bidang Kesehatan dan KB, bidang
Perumahan dan Pemukiman, bidang Pertanian, bidang Lingkungan Hidup,
bidang Kehutanan, bidang Perhubungan, bidang Perdagangan, dan bidang
Sarpras Penunjang (Jalan).

Sedangkan peningkatan DAK Kota Malang yang sangat tajam di tahun
2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya
kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan
sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa tunjangan profesi guru PNSD, tambahan
penghasilan guru PNSD, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD,
bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, dan bantuan operasional
KB.

L Sumber- LHP RPK RI atas LKPD TA 2014-2016 diolah
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Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Fisik Kota Malang dari tahun
2014-2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

~ "
Grafik 39. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Malang TA 2014-2016
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Grafik 39. menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi
terjadi di tahun 2016 yaitu dibidang Sarpras Penunjang (Jalan) yang diikuti
dengan bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Sementara pada tahun 2014
Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi pada bidang Pendidikan dan tahun
2015 pada bidang Infrastruktur Jalan. Khusus di tahun 2016, realisasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp62.333.634.000,00.

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik,
realisasi DAK Non Fisik Kota Malang lebih besar dari DAK Fisik.
Perbandingan persentase realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah
65,74% berbanding 34,25%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan
kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Pada umumnya Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dialokasikan
sebagai salah satu sumber pendanaan dalam belanja modal karena dalam DAK
terdapat alokasi DAK Fisik. Grafik 43. menggambarkan tren realisasi
penerimaan DAK Fisik dan realisasi belanja modal Kota Malang TA 2014-
2016.
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Berdasarkan Grafik 40. dapat dijelaskan bahwa di tahun 2016 terjadi
penurunan realisasi Belanja Modal. Sedangkan di sisi lain, realisasi

penerimaan
DAK justru Grafik 40. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
; Kota Malang TA 2014-2016
mengalami
peningkatan.
Pada analisis
sebelumnya, di
tahun 2016
DAK Non —
Fisik
memberikan Kota Malang Kota Malang Kota Malang
T 2014 2015 2016
kontribusi smmmmmBelanja Modal | 318.462.052.422,00 | 337.647.558.967,36 | 193.667.164.391,30
yang lebih k J—TY 31.304.060.000,00 | 20.590.560.000,00 | 94.813.827.000,00
l o T
besar p a_da Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)
DAK  Fisik,
maka kemungkinan peningkatan realisasi DAK yang terjadi digunakan untuk
belanja selain Belanja Modal.

Berkaitan dengan perolehan opini atas LKPD Kota Malang selama tiga
tahun 2014-2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kota
Malang bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya.
Terutama yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016 mengungkapkan
adanya permasalahan pelaksanaan penyerapan dan pelaporan DAK Tahun
Anggaran 2016 belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan karena
kurang optimalnya tim koordinator pelaksanaan DAK TA 2016 dalam
melaksanakan pemantauan, realisasi, pengendalian, pelaporan, serta evaluasi
terhadap DAK TA 2016. Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga belum
menatausahakan dan mengelola Aset Tetap secara memadai disebabkan
karena pengelola anggaran pemerintah Kota Malang kurang cermat dan belum
sepenuhnya mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah Kota Malang perlu
melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola
anggaran di lingkungan Kota Malang.

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai empat paket pekerjaan
peningkatan jalan yang didanai dari DAK yang tidak sesuai dengan kontrak
kerja dan kekurangan volume pekerjaan. Sebab terjadinya permasalahan
tersebut karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak
dan penyelesaian akibat dari ketidakcermatan pelaksana pekerjaan dan kurang
optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak.
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Kabupaten Malang

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2014, BPK menetapkan opini
LKPD kabupaten tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015
dan 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini
menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
Kabupaten Malang sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten
Malang khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realisasinya
terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik
41. yang menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan nilai
realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 17,92% dibandingkan tahun
2014, dan
semakin
meningkat tajam
sebesar 205,29%
di tahun 2016.
Peningkatan
Dana  Alokasi
Khusus (DAK)
Kabupaten
Malang  yang

Grafik 41. Realisasi DAK Kab. Malang TA 2014-2016

468.164.701.980,00

® Kab Malang
2014

® Kab Malang
2015

® Kab Malang
2016

153.350.440.000,000

130.050.580.000,00

sangat tajam di \_ Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016 (diolah) 5
tahun 2016,

dikarenakan adanya peningkatan alokasi DAK pada bidang Pendidikan dan
bidang Infrastruktur Jalan, serta penambahan alokasi DAK pada bidang
Kesehatan dan KB, bidang Kedaulatan Pangan, dan Dana Proyek Pemerintah
Daerah dan Desentralisasi.

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Malang dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji pada
grafik berikut.
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Grafik 42. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Malang TA 2014-2016 {
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Berdasarkan Grafik 42. di atas tergambar bahwa penggunaan DAK
Fisik tertinggi selama tiga tahun berturut-turut (2014-2016) adalah pada
bidang Pendidikan. Berbeda dengan kab/kota lainnya di Jawa Timur,
Kabupaten Malang tidak memiliki DAK Non Fisik.

Sedangkan berkaitan antara DAK Fisik dan Belanja Modal, maka pada
umumnya DAK Fisik menjadi salah satu sumber untuk mendanai kegiatan
belanja modal karena di dalam DAK terdapat alokasi untuk kegiatan
pembangunan fisik. Lebih lanjut, untuk menggambarkan tren realisasi
penerimaan DAK Fisik dan Belanja Modal di Kab. Malang dari tahun 2014
sampai 2016 dapat dilihat pada Grafik 43 yang menjelaskan bahwa ditahun
2016 terdapat penurunan realisasi Belanja Modal. Di sisi lain, realisasi DAK
justru mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemungkinan
peningkatan DAK terutama DAK Fisik direalisasikan untuk selain Belanja
Modal mengingat DAK ini juga bisa dialokasikan untuk belanja pembangunan
non fisik yaitu belanja barang dan jasa.
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Grafik 43. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal
Kab. Malang TA 2014-2016

//

Kab Malang Kab Malang Kab Malang
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Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Perolehan opini Kabupaten Malang pada tahun 2014, 2015 dan 2016
yang sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kabupaten Malang bebas
dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil
pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014,
ditemukan permasalahan penatausahaan Aset Tetap yang belum memadai.
Selain itu terdapat temuan kekurangan volume AC-WC pada pekerjaan
peningkatan jalan Wonokerto-Bantur sebesar Rp58.561.940,90. Atas
permasalahan ini rekanan belum melakukan penyetoran ke kas daerah atas
kelebihan pembayaran senilai Rp58.561.940,90. Sedangkan pada hasil
pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016, mengungkapkan adanya
permasalahan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap dan realisasi Belanja
Modal yang belum sesuai ketentuan.

Atas seluruh temuan Aset Tetap dan Belanja Modal diatas, dalam
hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kabupaten Malang tidak dinyatakan
secara langsung apakah perolehan Aset ataupun Belanja Modal tersebut
bersumber dari DAK atau tidak.

Kota Batu

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Batu untuk tahun anggaran
2014, opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 dan 2016 menjadi
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini ini menunjukkan
bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Batu sudah
dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal awal didalam usaha
melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota
Batu yang akuntabel, terutama berkaitan dengan pengelolaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) yang realisasinya terus meningkat sejak tahun 2014 sampai
dengan tahun 2016 sebagaimana yang digambarkan pada grafik berikut.
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4 By Grafik 44,

Grafik 44. Realisasi DAK Kota Batu TA 2014-2016 menj St Ralivia
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Alokasi Khusus (DAK)
Kota Batu yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan realokasi dana
transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam DAK yang kemudian
dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru,
dan bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional KB.
Berdasarkan realisasi per bidang kegiatan, Kota Batu pada tahun 2014
dan tahun 2015 dalam LKPD tidak menjelaskan secara rinci realisasi DAK
menurut bidang kegiatan. Namun hanya pada tahun 2016, Kota Batu mencatat
rincian DAK menurut bidang kegiatan tersebut. Rincian realisasi DAK
menutut bidang kegiatan di tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

s Grafik 45. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Batu TA 2016 P
DAK IPD  sormasmasas s s 0 a0 I S B A A S0 SR COen s AR 000
BIDANG TRANSPORTAS!I
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BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN =
BIDANG KEDAULATAN PANGAN s
| BIDANG PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI  »
| BIDANG KESEHATAN DAN KB s
BIDANG PENDIDIKAN  w

Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016 (diolah) 3

Grafik 45. di atas menggambarkan realisasi penggunaan DAK Fisik
pada tahun 2016 tertinggi ialah dibidang Kesehatan dan KB. Kemudian diikuti
bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD). Khusus di tahun 2016,
realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp31.754.585.000,00.

Sedangkan berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan
sebagai sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka Grafik 46.
menjelaskan bahwa terjadi penurunan realisasi Belanja Modal di tahun 2016.
Sedangkan di sisi lain, realisasi penerimaan DAK justru mengalami
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peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemungkinan penerimaan DAK
terutama DAK Fisik direalisasikan untuk selain Belanja Modal.

Grafik 46. Tren Realisasi DAK dan
Belanja Modal

L
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Kota Batu Kota Batu Kota Batu
2014 2015 2016
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Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016
(diolah);

Perolehan opini Kota
Batu sejak tahun 2014 sampai
2016 yang sudah sangat baik,
tidak serta merta membuat
Pemerintah Kota Batu bebas dari
permasalahan dalam
pengelolaan keuangan
daerahnya. Hasil pemeriksaan
atas LKPD Kota Batu Tahun
Anggaran 2014, ditemukan
permasalahan kesalahan
penganggaran Belanja Modal
sebesar Rp9.365.893.700,

akibatnya terjadi pencatatan lebih saji pada akun Belanja Modal.

Sedangkan selama tahun 2014-2016, hasil pemeriksaan BPK
mengungkapkan adanya temuan yang berulang terkait dengan penatausahaan
dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan. Atas seluruh temuan
pada Belanja Modal dan Aset Tetap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK
pada LKPD Kota Batu tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan
Aset ataupun Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau tidak.
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Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulungagung tahun
anggaran 2014, opini atas LKPD tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian
Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan
opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun
ditahun 2016 mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Naik turunnya opini ini menunjukkan bahwa
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Tulungagung
belum dilaksanakan dengan baik.

Perolehan opini Kabupaten Tulungagung yang fluktuatif tersebut
ternyata tidak serta merta membuat nilai realisasi Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kabupaten Tulungagung berfluktuatif juga, justru dari tahun 2014
sampai dengan 2016 nilai realisasi DAK mengalami peningkatan yang
signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 47. Realisasi DAK Kab. Tulungagung 5 Grafik 47.
TA 2014-2016 menggambarkan bahwa
S atndonas pada tahun 2015 telah
u Kab terjadi peningkatan
Tulungagung | nilai realisasi DAK
2014
E Kab sebesar 49,64%

110.360.560.000, Tulungagung : .
S dibandingkan tahun

73.752.100.000,00 = Kab 2014. Kemudian

Tulungagung = .

2016 mengalami peningkatan
tajam di tahun 2016
sebesar 332,62%

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 : :
5 / dibandingkan dengan

tahun 2015. Peningkatan DAK Kabupaten Tulungagung yang sangat tajam di
tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat
lainnya ke dalam DAK yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non
Fisik yaitu berupa tunjangan profesi guru, bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan,
dan bantuan operasional KB.

Jika dilihat per bidang, realisasi penerimaan DAK Kab. Tulungagung
dari tahun 2014-2016 adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut:




Grafik 48. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Tulungagung TA 2014-2016

BPBD Praspem
Dinas Perhubungan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

]
Badan PP, PA, dan KB 2
Badan Lingkungan Hidup = 2015
Dinas Peterrakan
m 2016

BKPP
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan...
Dinas Kelautan Perikanan
Dinas Perindustrian dan Dagang
Dinas PU Pengairan dan ESDM
Dinas PU-BM, P dan CK
Rujukan RSUD Iskak
Kesekatan
Pendidikan

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

o

Grafik 48. menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi ditahun
2016 adalah dibidang Infrastruktur Jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan
Umum-Bina Marga, dan Cipta Karya (Dinas PU-BM, P dan CK). Sementara
tahun 2014 dan 2015 DAK tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun
2016, realisasi penerimaan DAK Non Fisik sebesar Rp 244.420.706.000,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Tulungagung, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK
Fisik dengan persentase realisasi 51,19% dan 48,80%. Artinya bahwa DAK
Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK
Total.

Berkaitan dengan DAK yang umumnya menjadi salah satu sumber
pendanaan kegiatan Belanja Modal, maka Grafik 49. menggambarkan bahwa

sejak tahun - 2
2014 sampai Grafik 49. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal

Kab. Tulungagung TA 2014-2015
tahun 2016,

peningkatan /
realisasi belanja

mOdal Sejalan Kab. Tulungagung | Kab. Tulungagung | Kab. Tulungagung
dengan 2014 2015 2016
meningkatnya smmmsmmBe|anja Modal |315.546.166.049,62(444.587.079.517,00/574.341.318.490,72
realisasi \_ | s DAK 73.752.100.000,00 |110.360.560.000,00|477.440.235.291,00§
penerimaan Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

DAK  Fisik.

Dengan kata lain di Kab. Tulungagung terdapat korelasi positif antara realisasi
DAK dan Belanja Modal.
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Perolehan opini Kabupaten Tulungagung yang mengalami penurunan
menandakan bahwa masih terdapat permasalahan pada pengelolaan keuangan
daerahnya. Selama tahun 2014-2016, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD
Kabupaten Tulungagung mengungkapkan adanya temuan yang berulang
terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai
ketentuan. Atas temuan tersebut tidak dinyatakan secara langsung apakah
perolehan Aset Tetap bersumber dari DAK atau tidak.

Kota Kediri

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri untuk tahun anggaran
2014, opini yang diperoleh LKPD tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian
Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan
opini di tahun 2015-2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan Kota Kediri sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota Kediri,

7\ terutama mengenai

Grafik 50. Realisasi DAK Kota Kediri TA 2014-2016 . A
DAK yang realisasinya
96,205 435.000,30 terus meningkat dari

";g‘lZKEdi” tahun 2014-2016. Hal
tersebut dapat dilihat
H Kota Kediri dari Grafik 50. yang

27.423.652.00

26.235.240.000,00
295 menjelaskan ~ bahwa
e pada tahun 2015 terjadi
2016 peningkatan nilai
realisasi DAK sebesar
Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah, e, SEndishan
Naor e il / tahun 2014. Kemudian

semakin meningkat tajam sebesar 260,68% di tahun 2016. Peningkatan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kota Kediri yang sangat tajam di tahun 2016,
dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam
DAK yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik berupa bantuan
operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru PNSD, dana
tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan operasional keschatan, akreditasi
rumah sakit, jaminan persalinan, dan bantuan operasional KB.

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Kota Kediri dari tahun 2014-2016
adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut.
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Grafik 51. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Kediri TA 2014-2016

Bidang Infrastruktur Air Minum

Bidang KB

Bidang IPD

Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Bidang Perdagangan m2014
Bidang Pertanian 2015

Bidang Lingkungan Hidup
m 2016

Bidang Kelautan dan Perikanan
Bidang Infrastruktrur Sanitasi
Bidang Infrastruktur Irigasi
Bidang Infrastruktur Jalan
Bidang Kesehatan

Bidang Pendidikan

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

\& .

Grafik 51. di atas menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik
tertinggi ditahun 2016 adalah pada bidang Kesehatan. Kemudian diikuti
bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD). Sementara pada tahun
2014 dan 2015 DAK tertinggi dibidang Pendidikan Khusus. Pada tahun 2016,
realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp56.776.157.000,00.

Lebih lanjut, jika dibandingkan DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kota
Kediri, perbandingan realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah 57,40%
berbanding 42,59%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi
terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total.

Berkaitan dengan DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai
salah satu sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka Grafik 52.
menjelaskan meningkatnya realisasi belanja modal sejalan dengan

[ Grafik 52. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 2 peningkatan
Kota Kediri TA 2014-2016 realisasi DAK.
Hal tersebut
menunjukkan
— bahwa terdapat
B R e korelasi  positif
[ Xotakedi | _Kotakedin | KataKedick aritiiy - foalinagi
== Belanja Modal 153.54:.2;:.146,00 174.46:2:.355,00 381.8452.;);:.729,50 DAK FISlk dan
o DAK 26.235.240.000,00 | 27.423.652.000,00 | 98.911.475.000,00/ Belanja Modal.

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016, (diolah)
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Perolehan opini Kota Kediri sejak tahun 2014 sampai 2016 yang sudah
sangat baik, tidak serta merta membuat Kota Kediri bebas dari permasalahan
dalam pengelolaan keuvangan daerahnya. Hasil pemeriksaan BPK
mengungkapkan adanya temuan yang berulang selama tahun 2014-2016
terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai
ketentuan. Atas temuan pada Aset Tetap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK
pada LKPD Kota Kediri tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan
Aset Tetap tersebut bersumber dari DAK atau tidak.

Kota Blitar

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk tahun anggaran 2014,
perolehan opini atas LKPD tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian
Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan
opini di tahun 2015 dan 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Peningkatan opini ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan Kota Blitar sudah dilaksanakan dengan baik.
N Peningkatan opini
tersebut menjadi satu modal
yang baik untuk pengawasan
terhadap pengelolaan dan
. ggtlz Blitar | pertanggungjawaban keuangan

daerah Kota Blitar, terutama

®KotaBlitar | Dana Alokasi Khusus (DAK)
2015

Grafik 53. Realisasi DAK Kota Blitar
TA 2014-2016

137.391.098.119,00

33.381.736.000
yang realisasinya terus
# KotaBlitar | meningkat sejak tahun 2014
i sampai 2016 sebagaimana
digambarkan pada Grafik 53.
\_ Sumber: LHP BPK Rl Tahun 2014-2016 S yang menjelas.kar% bah‘wa pada
tahun 2015 terjadi peningkatan
nilai realisasi DAK sebesar 44,52% dibandingkan tahun 2014. Kemudian
semakin meningkat tajam sebesar 311,58% ditahun 2016.

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Blitar yang sangat
tinggi ditahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah
pusat lainnya ke dalam DAK yang dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik
berupa bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru,
tambahan penghasilan guru, bantuan operasional kesehatan, akreditasi rumah
sakit, jaminan persalinan, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi
dan bantuan operasional KB.

23.097.660.000,00
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Berdasarkan bidang kegiatan, maka realisasi penggunaan DAK Fisik
Kota Blitar sejak tahun 2014 sampai 2016 dapat dilihat pada berikut:

& B

Grafik 54. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Blitar TA 2014-2016

AR AT IR N T T RRTREER

Bidang IPD s
Bidang Pariwisata
Bidang Perdagangan m

Bidang Prasarana Pemerintah Daerah = E 2014
Bidang Keselamatan Transportasi Darat ®

Bidang KB m m 2015

Bidang Lingkungan Hidup mm = 2016

Bidang Kelautan dan Perikanan mmm

Bidang Pertanian M

Bidang Sanitasi mm

Bidang Air Minum s
Bidang Infrastruktur Irigasi
Bidang Infrastruktur Jalan
Bidang Kesehatan
Bidang Pendidikan mSSS—s—"m"

e Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah) .

Graiik 54. di ata$ menunjukkan realisasi penggunaan DAK Fisik tertinggi
ditahun 2016 adalah dibidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD).
Kemudian pada bidang Infrastruktur Jalan. Sementara pada tahun 2014 dan
2015 Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus
di tahun 2016, terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp49.520.420.000,00

Berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan kegiatan belanja modal, Grafik 55. menggambarkan
bahwa sejak tahun 2014 sampai 2016 meningkatnya realisasi belanja modal
sejalan dengan peningkatan realisasi DAK. Hal tersebut menunjukkan bahwa
terdapat korelasi positif antara realisasi DAK dan Belanja Modal, mengingat
adanya realisasi DAK Fisik yang dapat dijadikan sumber pendanaan Belanja
Modal.

(" Grafik 55. Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal )
Kota Blitar TA 2014-2016
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
2014 2015 2016
=== Belanja Modal | 126.326.327.563,00 | 168.336.826.221,18 203.371.880.395,55
\_ [=——Dax 23.097.660.000,00 | 33.381.736.000,00 | 137.391.098.119,00 J

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)
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Perolehan opini Kota Blitar sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 yang
sudah sangat baik, tidak serta’ merta membuat Kota Blitar bebas «dari
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil pemeriksaan
atas LKPD" 'Kota Blitar TA" 2015 ditemukan permasalahan kesalahan
penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
sebesar Rp1.140.152.000,00 untuk kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.

Selain temuan tersebut, terdapat temuan kekurangan volume pada lima
pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan  Perumahan sebesar
Rp69.380.370,67 diantaranya terdapat satu pekerjaan yang menggunakan
DAK vyaitu pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi di Jalan Sumba sebesar
Rp7.555.730,70. Sedangkan pada hasil pemeriksaan LKPD Kota Blitar TA
2014-2015 terdapat temuan penatausahaan Aset Tetap yang belum memadai.
Atas temuan pada Aset Tetap diatas, dalam' hasil pemeriksaan BPK pada
LKPD Kota Blitar tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan Aset
Tetap tersebut bersumber dari DAK atau tidak.

Kabupaten Kediri

Berdasarkan laporan  hasil - pemeriksaan BPK ' terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah 'Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri ' untuk tahun
anggaran 2014 dan 2015, perolehan opini atas LKPD tersebut adalah Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian mengalami peningkatan opini
ditahun 2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan
opini: ini menunjukkan  bahwa  penatausahaan . dan ' pertanggungjawaban
keuangan Kabupaten Kediri sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan - opini | tersebut - menjadi satu modal yang baik: untuk
melakukan ' pengawasan  terhadap ' pengelolaan ' dan - pertanggungjawaban
keuangan Kab. Kediri, terutama
mengenai DAK yang
realisasinya - terus» meningkat
S pan sejak tahun 2014 sampai 2016.

AR wKab. Kediri | Grafik-5f gge~— """ Bl

Grafik 56. Realisasi DAK Kab. Kediri
TA 2014-2016



Peningkatan: Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kediri yang sangat
tinggi ditahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah
pusat lainnya ke dalam DAK yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK
Non Fisik berupa bantuan operasional penyelénggaraan PAUD, tunjangan
profesi guru, tambahan penghasilan: guru, bantuan operasional kesehatan,
jaminan persalinan, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi dan
bantuan operasional KB.

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Kab. Kediri sejak tahun 2014

sampai 2016 dapat digambarkan pada grafik berikut:

% ™
Grafik 57. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Kediri TA 2014-2016
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DAK IPD nesacsamssssmssny
=
£
ey

Bidang Kesehatan dan Farmasi s W 2014
Bidang Ferdagangan 1 ® 2015

Bidang Kehutanan tmsm
Bidang KB & W 2016

Bidang Pertanian mmws
Bidang Sarpras Pemerintah
Bidang Sanitasi
Bidang Air Minum_ tsm
Bidang Irigasi mes
Bidang Kelautan dzn Perikanan = mssm
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Bidang Kesehatan dan KB ===
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Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

Grafik 57. di atas menggambarkan realisasi. penggunaan DAK Fisik
ditahun | 2016 tertinggi -adalah dibidang Infrastruktur Pemerintah Daerah
(DAK . IPD).  Kemudian selanjutnya’ dibidang Kelautan dan Perikanan.
Sementara pada tahun 2014 dan 2015 DAK tertinggi pada bidang Pendidikan.
Khusus 'di tahun 2016, terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar
Rp218.091.454.050,00.

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Kediri, maka realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK
Fisik dengan persentase masing-masing 70,68% berbanding 29,31%. Artinya
meskipun terjadi kenaikan vang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK
Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK
Total.
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Berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan kegiatan belanja modal, Grafik 58. menggambarkan
terjadi peningkatan realisasi belanja modal, sejalan dengan meningkatnya
realisasi penerimaan DAK. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi
positif antara realisasi DAK dan belanja modal.

Grafik 58. Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal .
Kab. Kediri TA 2014-2016
s /
Kab Kediri Kab Kediri Kab Kediri
2014 2015 2016
e Belanja Modal | 325.197.091.568,21 | 457.787.623.447,54 | 612.052.137.541,28
W e DAK 51.359.505.000,00 75.493.736.000,00 | 308.559.509.050,00

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

Perolehan opini Kabupaten Kediri sejak tahun 2014 sampai 2016 yang
sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kabupaten Kediri bebas dari
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pada LKPD Kab.
Kediri Tahun Anggaran 2014, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait
dengan kesalahan penganggaran dan realisasi Belanja Modal dan Belanja
Barang dan Jasa yaitu berupa pengeluaran untuk belanja jasa konsultasi yang
menambah nilai Aset dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp1.691.479.100,00, pengeluaran yang tidak menghasilkan
Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal sebesar
Rp1.151.153.689,00, dan salah penggolongan jenis Belanja Modal sebesar
Rp2.610.825.058,29. Akibatnya terjadi pencatatan kurang saji dan lebih saji
pada Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa.

Sedangkan pada hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Kediri TA 2014-
2015 terdapat temuan penatausahaan Aset Tetap yang belum memadai. Atas
temuan pada Aset Tetap dan Belanja Modal diatas, dalam hasil pemeriksaan
BPK pada LKPD Kabupaten Kediri tidak dinyatakan secara langsung apakah
perolehan Aset Tetap dan Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau
tidak.



Kabupaten Blitar

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan
Keuangan Daerah (LKPD) Kab. Blitar tahun anggaran 2014-20135, opini atas
LKPD tersebut adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian
mengalami peningkatan odini di tahun 2016 menjadi opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Feningkatan opini ini menunjukkan bahwa
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Blitar sudah
dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini “ersebut menjadi satu modal yang baik untuk
melakukan pengawasan ferhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah Kab. Blitar, terutama mengenai DAK yang realisasinya terus
meningkat sejak tahun 2014 sampai 2016 sebagaimana dapat dilihat pada
grafik berikut:

P ~ Grafik 59. menjelaskan
Grafik 59. Realisasi DAK Kab. Blitar bahwa pada tahun 2015 telah
i terjadi  peningkatan  nilai
realisasi DAK  sebesar
ACLAILR03 5100 99.41%. Kemudian
meningkat tajam  sebesar
® Kab. Blitar 182,54% ditahun 2016. Dalam

142,410,070, s LKPD Kabupaten Blitar dari
71.417.130.000,00 -ggli-sahtar tahyl 2014 Sampal dengan
RSO 2016 tidak disajikan secara

2016 rinci realisasi DAK per bidang

baik DAK Fisik maupun Non

Fisik sehingga tidak dapat

Sumber: LHP BPK RI Tahun2014-2016 (diolah) digambarkan realisasi

L5 / DAK/bidang setiap tahunnya.

Berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan kegiatan Belanja Modal, maka Grafik 60. menggambarkan
peningkatan realisasi Belarja Modal, sejalan dengan meningkatnya realisasi
penerimaan DAK. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif
antara realisasi penerimaan DAK dan realisasi belanja modal.
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Grafik 60. Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal
Kab. Blitar TA 2014-2015

_/
0 Tt
Kab Blitar Kab Blitar Kab Blitan
2014 .2015 2016
e Belanja Modal | 385.260.453.752,00(508.331.950.779,79/692.718.770.257,00
s DAK 71.417.130.000,00 |142.410.070.000,00

402.370.805.555,00

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah)

Perolehan opini Kabupaten Blitar sejak tahun 2014 sampai 2016 yang
sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kab. Blitar bebas dari
permasalahan dalam pengelolaan keuangan dagrahnya, Hasil pemeriksaan
BPK mengungkapkan adanya temuan yang berulang selama tahun 2014-2016
terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai
ketentuan. Atas temuan pada Aset Tetap di atas, dalam hasil pemeriksaan BPK
pada LKPD Kabupaten Blitar tidak dinyatakan secara langsung apakah

perolehan Aset Tetap tersebut bersumber dari DAK atau tidak.
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Kabupaten Pacitan

Perolehan opini Kabupaten Pacitan menunjukkan prestasi yang sangat
baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelas (WTP-DPP) pada Tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan
opini di Tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil
mempertahankan opini WTP pada Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Pacitan sudah
dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten
Pacitan khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pacitan
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat
dilihat pada Grafik 61. berikut:

Grafik 61.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Pacitan TA 2014-2016
[ )
S ' ; ~222,388,548,658
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200.000.000.000 | ~-95,364,070,000
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\ J

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 61. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pacitan secara nominal meningkat sebesar
83,85% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di
tahun 2016 sebesar 133,20% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pacitan yang sangat tajam di tahun
2016, dikarenakan adanya realokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan
sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi
Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan
Desentralisasi (DP2D), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB) serta Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Ketenagakerjaan.
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Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik
Kabupaten Pacitan dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji pada
Grafik 62. berikut:

Grafik 62.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bldang
Kab. Pacitan TA 2014-2016

DAK Infrastruktur Publik Daerah [

DAK Reguler [N~ ampemen

: 200.000.000.000
2016
Sumber: LHP BPK RI atas LKPD  TA 2014-2016 (diolah)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Pacitan
tidak merinci secara detail DAK per bidang, Namun dari Grafik 62. di atas,
dapat dilihat bahwa nilai alokasi DAK fisik terus meningkat dari tahun ke
tahun dan khusus untuk Tahun Anggaran 2016, sebanyak 40% dari total DAK
Fisik atau sebesar Rp29.161.216.000,00 dialihkankan untuk Infrastruktur
Publik Daerah (IPD). Sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik untuk Tahun Anggaran 2016 adalah Rp120.897.694.000,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Pacitan. DAK Non Fisik realisasinya lebih besar dari DAK Fisik
dengan perbandingan persentase realisasi DAK fisik 45% dan DAK Non Fisik
55%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada
kenaikan realisasi DAK Total. Secara nominal peningkatan realisasi untuk
DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp6,1 miliar.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan dalam Belanja, Modal. Grafik 63. menunjukkan
perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten
Pacitan TA. 2014-2016.

Grafik 63. .
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Moda]
Kab. Pacitan TA 2014-2016

0 400.000,000.000 - N
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g DAK {fisik) /'51,869.860.000 | ' '95.364.070.000 101.490.854.658" '
G amisss Belanja Modal | 200.429.181.165,00/| 268:151,647.436,91 | 379:166.997.216,56 |/

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)
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Berdasarkan Grafik 63. di atas, dalam kurun waktu tahun 2014-2016;
terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal, sejalan dengan peningkatan
realisasi DAK. Hal ini menunjukkan bahwa antara realisasi DAK dan Belanja
Modal terdapat korelasi positif.

Perolehan opini Kabupaten Pacitan pada tahun 2014, 2015 dan 2016
yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Pacitan bebas dari
permasalahan 'dalam ' pengelolaan ' keuangan - daerahnya. = Begitupun
permasalahan terkait Dana Alokasi Khusus. Pada LKPD Kabupaten Pacitan

~Tahun Anggaran 2014, ditemukan kesalahan penganggaran |'dan realisasi
belanja yang tidak sesuai substansinya dimana terdapat Belanja Modal untuk
pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah, buku pelajaran, dan pengadaan
konstruksi ‘gedung tempat belajar yang bersumber dari DAK 2014 yang
seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa yaitu Belanja Barang
yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Akibatnya realisasi baik
belanja modal “dan’ belanja barang tidak “sesuai substansi belanja yang
seharusnya. Selain kesalahan penganggaran, terdapat pula temuan kekurangan
volume''dan selisih pembayaran upah tenaga kerja atas kegiatan swakelola
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan sehingga
menyebabkan kerugian negara sebesar Rp18.589.665,49. Atas permasalahan
tersebut masing-masing Kepala Sekolah telah melakukan penyetoran ke kas
daerah'sebesar Rp18.589.665,49 pada 28 April 2015.

Untuk LKPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, juga
ditemukan kembali kekurangan volume sebesar Rp9.564.441,77 atas
pekerjaan yang bersumber dari DAK Tahun 2015 pada Dinas Kehutanan dan
Perkebunan untuk Pembangunan Gedung  UPTD Balai Pembenihan
Perkebunan melalui Kontrak No.02/PPK/ DAK.GD.UPTD.BENIH/V1/2015.

Untuk LKPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, pemasalahan
terkait Aset Tetap dan Belanja Modal masih ditemukan dalam laporan hasil
pemeriksaan BPK, namun tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan
Aset ataupun Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau tidak.
Diantara permasalahan Aset Tetap yang dimaksud adalah belum optimalnya
pengamanan terhadap Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Pemkab Pacitan
dikarenakan masih ditemukannya Aset Tanah yang belum bersertifikat dan
informasi luas Aset Gedung dan Bangunan yang belum lengkap. Selain itu
terdapat pula permasalahan terkait Belanja Modal yakni ditemukannya
beberapa permasalahan kekurangan volume pekerjaan. E

‘Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI
dalam” menjalankan ' fungsi ‘pengawasan terhadap pelaksanaan 'dan
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam
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pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan
dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun.

Kabupaten Ponorogo

Perolehan opini Kabupaten Ponorogo menunjukkan prestasi yang
sangat baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada Tahun Anggaran 2014, kemudian
mengalami peningkatan opini di Tahun Anggaran 2015 menjadi Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP pada Tahun
Anggaran 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Ponorogo sudah dilaksanakan
dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten
Ponorogo khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten
Ponorogo yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal
tersebut dapat dilihat pada Grafik 64 berikut:

Grafik 64.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Ponorogo TA 2014-2016
£ 3
_ 325.256.416.313
400.000.000.000
ool (58 ______89.213.600,000
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Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Grafik 64. di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ponorogo secara nominal meningkat
sebesar 35,81% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami
peningkatan di tahun 2016 sebesar 264,58% dibandingkan dengan tahun 2015.
Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ponorogo yang sangat
tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah
pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian
dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening
Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD, serta Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
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Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kabupaten Ponorogo dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji pada
Grafik 65. berikut:

Grafik 65.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per bidang
Kab. Ponorogo TA 2014-2016
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Grafik di atas menggambarkan jika pada tahun 2014, pengalokasian
DAK Fisik terbesar pada bidang pembangunan sarana prasarana pendidikan.
Pada Tahun Anggaran 2015, bidang pendidikan masih menjadi fokus
pembangunan, namun anggaran lebih besar dialokasikan ke peningkatan
kedaulatan pangan (pertanian). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, fokus
bidang pendidikan dan kedaulatan pangan sudah dialihkan menjadi lebih
fokus pada bidang kesehatan dan pembangunan infratruktur, baik infrastruktur
jalan, irigasi, maupun infrastruktur publik daerah (IPD). Pada Tahun
Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang DAK di
atas, dialokasikan pula DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar
Rp269.934.447.520,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Ponorogo, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik
dengan perbandingan persentase realisasi DAK Fisik sebesar 36% dan DAK
Non Fisik sebesar 64%. Artinya bahwa DAK Non Fisiklah yang memberikan
kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara
nominal peningkatan realisasi untuk DAK fisik sendiri adalah sebesar Rp28
miliar atau 31%. Peningkatan DAK Fisik tersebut juga tidak sedikit, sehingga
pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik perlu ditingkatkan.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 66. merupakan perbandingan
antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten Ponorogo.
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Grafik 66.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal
Kab. Ponorogo TA 2014-2016
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Grafik 66. menunjukkan bahwa dalam kurun Tahun 2014-2016, terjadi
peningkatan realisasi Belanja'Modal sejalan dengan peningkatan realisasi
DAK Fisik. Artinya, Realisasi DAK dan Belanja Modal menunjukkan adanya
korelasi positif. i

Perolehan opini Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014, 2015 dan 2016
vang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Pacitan bebas dari
permasalahan  dalam pengelolaan keuangan  daerahnya. BPK  masih
menemukan  pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan
ketidakpatuhan . terhadap ketentuan  peraturan perundang-undangan  atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Diantara pokok-pokok
kelemahan baik terkait sistem pengendalian intern maupun terkait kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat temuan terkait Belanja
Modal dan. Aset Tetap namun temuan tersebut tidak dinyatakan secara
gamblang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bahwa temuan tersebut
bersumber dari; Dana Alokasi Khusus (DAK). Temuan terkait Aset Tetap
umumnya cenderung sama yakni terkait penatausahaan Barang Milik Daerah
yang masih ditemukan berbagai permasalahan pengendalian internal setiap
tahunnya serta. permasalahan terkait Belanja Modal dimana. setiap tahun
anggaran, | permasalahan kekurangan volume  pekerjaan  selalu - menjadi
temuan.

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI
dalam ' menjalankan @ fungsi ; pengawasan  terhadap = pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN, Kemudian, hasil
pengawasan. tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, dalam
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya.
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Kabupaten Trenggalek

Pada tahun 2016 opini Kabupaten Trenggalek menunjukkan perbaikan
prestasi, yaitu dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
setelah pada dua tahun sebelumnya (tahun 2014 dan 2015) memperoleh opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Peningkatan opini pada tahun 2016 menjadi satumodal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten
Trenggalek khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten
Trenggalek yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal
tersebut dapat dilihat dari Grafik 67. berikut:

Grafik 67.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Trenggalek TA 2014-2016
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fnJm Grafik di atas menjelaskan bahwa pﬂdﬁLﬁhumaﬁilﬁ,; ‘realisasi Dana
Alokasi Khusus. (DAK) Kabupaten Trenggalek secara nominal meningkat
sebesar - 36,97% - dibandingkan tahun 2014, dan  kembali/ mengalami
peningkatan di tahun 2016 sebesar195,91% dibandingkan dengan tahun 2015.
Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Trenggalek yang sangat
tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya kenaikan realisasi yang sangat besar
pada DAK infrastruktur jalan, DAK kesehatan-dan DAK pendidikan |« /1
141/ Jika dilihat, per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Fisik
Kabupaten Trenggalek dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji
pada Gilafik68.berikmtizcilolsih awls syamurmy plizit AAQ aweyd
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Grafik 68.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Trenggalek TA 2014-2016
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Grafik 68. di atas menggambarkan bahwa realisasi DAK Fisik di
Kabupaten Trenggalek konsisten dikarenakan selama kurun waktu tahun
2014-2016 tiga bidang yang selalu menjadi prioritas adalah bidang
pendidikan, infrastruktur jalan dan kesehatan; dan pada Tahun Anggaran 2016
terjadi peningkatan yang sangat besar pada ketiga bidang tersebut dibanding
tahun 2015 (Pendidikan 542%, Kesehatan 333%, dan Infrastruktur jalan
364%). Kondisi ini cukup berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa
Timur dimana umumnya terjadi perubahan prioritas DAK per bidang.

Total DAK yang dialokasikan ke Kabupaten Trenggalek seluruhnya
direalisasikan dalam DAK Fisik. Artinya peningkatan realisasi DAK tersebut
disebabkan adanya peningkatan realisasi DAK Fisik. Peningkatan ini adalah
peningkatan yang sangat besar dengan kenaikan sebesar Rpl65,5miliar,
sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik perlu ditingkatkan
pula.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 69. di bawah merupakan
perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten
Trenggalek.
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Grafik 69.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal
Kab. Trenggalek TA 2014-2016

/~  400.000.000.000 B
350.000.000.000
300.000.000.000
250.000.000.000
200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
50.000.000.000
; 2014 2015 2016
Trenggalek
g DAK (fisik) 61.684.690.000 | 84.488.400.000 & 250.011.514.267
\__|==e==Belanja Modal | 280.962.369.854, | 327.136.709.459, | 362.840.294.381, | )

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan Grafik 69. di atas, dalam kurun waktu tahun 2014-2016
terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal dan juga realisasi Dana Alokasi
Khusus (DAK), dimana hal tersebut menunjukkan adanya korelasi positif
antara DAK dan Belanja Modal. Namun jika dibandingkan dengan besarnya
peningkatan realisasi DAK Fisik yang mencapai Rp165,5 miliar, peningkatan
realisasi Belanja Modal ini hanya meningkat sebesar Rp35,7 miliar (lihat
perbedaan derajat kemiringan grafik tren realisasi DAK dan Belanja Modal).
Melihat fakta tersebut, kemungkinan DAK Fisik tersebut direalisasikan untuk
belanja selain Belanja Modal, mengingat DAK ini juga bisa dialokasikan
untuk Belanja Barang seperti Belanja Persediaan Barang yang diserahkan
kepada pihak ketiga.

Perolehan opini Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014, 2015 dan
2016 yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Trenggalek bebas
dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait
Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun
Anggaran 2014, ditemukan adanya persediaan barang yang diserahkan kepada
masyarakat sebesar Rp2.018.181.300,00 yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2014 yaitu untuk kegiatan pembangunan prasarana
dan sarana sanitasi lingkungan yang belum dibuatkan Berita Acara Serah
Terima (BAST) dari SKPD terkait kepada masyarakat. Padahal persediaan
barang yang akan diserahkan tersebut seluruhnya telah dimanfaatkan oleh
masyarakat.

Kemudian atas LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015,
ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang berasal dari DAK. Hal ini
berindikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp1.320.275.040,44 dan
kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp25.635.094,14.
Atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp465.356.860,70 pada sepuluh
paket pekerjaan telah disetor ke Kas Daerah dengan nilai setoran sebesar
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Rp321.263.850,75. Pemantauan lebih lanjut mengenai sisa kerugian yang
belum dibayarkan dapat dilihat melalui hasil pemantauan tindaklanjut oleh
BPK.

Untuk LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016, ditemukan
adanya persediaan obat yang berasal dari Dana Alokai Khusus yang telah
kadaluwarsa. Pemusnahan obat kadaluwarsa rencananya akan dilaksanakan
pada tahun 2017, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 9 Mei
2017 Dinas Kesehatan belum melakukan pemusnahan dan diusulkan
penambahan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kondisi
tersebut mengakibatkan persediaan obat yang telah kadaluwarsa pada Dinas
Kesehatan berisiko disalahgunakan.

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya.
Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI
atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala
setiap tahun.

Kabupaten Magetan

Perolehan opini Kabupaten Magetan menunjukkan prestasi yang sangat
baik yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-
DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015
menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan
opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Magetan sudah dilaksanakan
dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten
Magetan khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Magetan
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat
dilihat dari Grafik 70. berikut yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015,
realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Magetan secara nominal
meningkat sebesar 34,65% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami
peningkatan di tahun 2016 sebesar 233,05% dibandingkan dengan tahun 2015.
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Grafik 70.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Magetan TA 2014-2016
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Perolehan opini Kabupaten Magetan pada tahun 2014, 2015 dan 2016
yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Magetan bebas dari
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana
Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran
2014, terdapat temuan terkait Belanja Modal dan Aset Tetap, namun temuan
tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
bahwa temuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian Atas LKPD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015,
ditemukan adanya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan kepada
pihak ketiga atas penyelesaian fisik kegiatan telah mencapai 100% dan telah
dilaksanakan serah terima pekerjaan senilai Rp3.550.826.250,00. Pekerjaan
ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK TA
2015, namun dikarenakan laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2
belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran maka kewajiban
kepada pihak ketiga atas pelaksanaan DAK Tambahan P3K2 menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan
timbulnya kewajiban Pemkab. Magetan kepada pihak ketiga sebesar
Rp3.550.826.250,00 yang membebani APBD TA 2016. Selain itu, ditemukan
pula kekurangan volume pekerjaan gedung dan bangunan yang dananya
berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, yang
mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan pelaksana pekerjaan
sebesar Rp277.856.407,48, namun kelebihan ini telah disetor ke Kas Negara
seluruhnya. Selain kelebihan bayar pada rekanan, permasalahan kekurangan
volume lainnya juga mengakibatkan potensi kerugian daerah atas pekerjaan
Pembangunan Stadion Tahap II yang belum dibayar sebesar
Rp127.143.541,88 dan kekurangan penerimaan daerah dari denda
keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp29.886.600,00. Kekurangan
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volume juga terjadi pada lima kontrak paket pembangunan jalan dan jembatan
pada Dinas PU BMCK senilai Rp714.706.510,15 dan seluruhnya telah disetor
ke Kas Daerah.

Untuk LKPD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016, terdapat
temuan terkait Belanja Modal dan Aset Tetap namun temuan tersebut tidak
dinyatakan secara eksplisit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bahwa
temuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kabupaten Ngawi

Perolehan opini Kabupaten Ngawi menunjukkan prestasi yang sangat
baik yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan
opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil
mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Ngaw. sudah
dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten
Ngawi khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ngawi
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat
dilihat pada Grafik 71. berikut.

Grafik 71.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Ngawi TA 2014-2016
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Grafik 71. menunjukkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ngawi secara nominal meningkat sebesar
59,05% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di
tahun 2016 sebesar 219,87% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ngawi yang sangat tajam di tahun
2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya
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kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan
sebagai DAK non fisik yaitu berupa perpindahan rekening Bantuan
Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Tunjangan Profesi Guru,
Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD,
dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kabupaten Ngawi dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji pada
Grafik 72. berikut.

Grafik 72.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Ngawi TA 2014-2016
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Grafik 72. menggambarkan bahwa pada tahun 2014, realisasi DAK
fisik terbesar pada bidang pembangunan sarana prasarana pendidikan. Pada
Tahun Anggaran 2015, bidang pendidikan masih menjadi fokus pembangunan
namun anggaran lebih besar dialokasikan ke peningkatan kedaulatan pangan
(pertanian) dan pendidikan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, fokus
bidang pendidikan dan kedaulatan pangan sudah dialihkan menjadi lebih
fokus pada pembangunan infratruktur baik sarana dan prasarana penunjang
jalan maupun infrastruktur publik daerah (IPD). Pada Tahun Anggaran 2016,
selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang DAK di atas, dialokasikan
pula DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp212.452.731.000,00.
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Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Ngawi. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik
dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 37% dan DAK Non Fisik
sebesar 63%. Artinya bahwa DAK non fisik memberikan kontribusi terbesar
pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan
realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp18,3 milar atau 17%.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik di bawah ini merupakan
perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal.

Grafik 73.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal
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Berdasarkan Grafik 73., dalam kurun waktu tahun 2014-2016, terjadi
peningkatan realisasi Belanja Modal. Di sisi lain, realisasi DAK juga
mengalami peningkatan. Artinya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya
korelasi positif antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Perolehan opini Kabupaten Ngawi pada tahun 2014, 2015 dan 2016
yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Ngawi bebas dari
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana
Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran
2014, terdapat temuan terkait Dana BOS dimana terjadi kesalahan
penganggaran oleh Dinas Pendidikan yang mencatat 36.486 unit buku senilai
Rp12.385.316.930,00 ke dalam aset peralatan dan mesin. Selain kesalahan
penganggaran, terdapat peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang telah
dihibahkan ke sekolah-sekolah namun masih tercatat dalam Kartu Inventaris
Barang (KIB). Hal tersebut menyebabkan nilai aset menjadi lebih catat.

Kemudian atas LKPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015, masih
terdapat temuan terkait Dana BOS dimana Dana BOS yang ditransfer
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langsung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke sekolah tanpa
melalui kas daerah belum dicatat sebagai pendapatan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Seharusnya, meskipun tidak melalui
kas daerah, pendapatan dan belanja dari Dana BOS tersebut tetap dicatat
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akibatnya, transaksi
penerimaan yang bersumber dari non APBD TA 2012 s.d 2014 belum tersaji
dalam laporan keuangan. Selain pendapatan dan belanja yang belum dicatat,
Aset Tetap yang dibeli dari dana BOS TA 2012 s.d 2014 juga belum selesai
dicatat karena Dinas Pendidikan masih melakukan proses pengumpulan data-
data penggunaan Dana BOS dari lembaga/sekolah penerima Dana BOS.
Akibatnya, Aset Tetap pada Neraca tidak menggambarkan kondisi yang
sebenarnya dan kurang saji minimal sebesar Rp9.653.895.285,98.

Temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan juga terjadi dalam pelaksanaan DAK yaitu adanya kekurangan
volume pada pekerjaan rehab, renovasi, dan penataan ruang Puskesmas
Perawatan Geneng dengan no. kontrak 050/6/PPK-
PELKS/DAK/404.102/11/2015 mengakibatkan kerugian keuangan daerah
akibat kelebihan bayar sebesar Rp Rp187.803.657,88. Atas hal tersebut telah
dilakukan penyetoran ke kas daerah.

Sedangkan atas LKPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016, masih
ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern terkait Dana BOS dimana
belum ditetapkannya mekanisme penganggaran, penggunaan dan pelaporan
dana BOS termasuk bunga/jasa giro atas dana di rekening sekolah
mengakibatkan penyajian penerimaan dan penggunaan dana BOS serta saldo
kas lainnya dari dana BOS belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan
berisiko tidak akurat.

Sedangkan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan adalah masih banyaknya temuan kekurangan volume
pekerjaan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
diantaranya kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Jambangan-
Jeblogan sebesar Rp7.829.060,01, pekerjaan peningkatan Jalan Lombok tahap
Il sebesar Rp179.216.254,16, pekerjaan peningkatan Jalan Jatigembol-
Sekarputih sebesar Rp59.657.827,43, pekerjaan peningkatan Jalan
Ringinanom-Babadan sebesar Rp134.187.768,69, pembangunan Pasar Paron
sebesar Rp6.195.289,39, dan pekerjaan pembangunan baru/renovasi ruang
inap, pagar, paving Puskesmas Gemarang sebesar Rpl1.137.446,89. Atas
kelebihan bayar akibat kekurangan volume tersebut, seluruhnya telah di setor
ke kas daerah.
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Kabupaten Jombang

Perolehan opini Kabupaten Jombang menunjukkan prestasi yang
sangat baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami
peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan
bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten
Jombang sudah dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten
Jombang khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat
dilihat dari Grafik 74. berikut.

Grafik 74.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Jombang TA 2014-2016
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Grafik 74. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang secara nominal meningkat
sebesar 33,90% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami
peningkatan di tahun 2016 sebesar 346,70% dibandingkan dengan tahun 2015.
Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang yang sangat
tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah
pusat lainnya ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian
dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening
Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Jaminan Persalinan.
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Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kabupaten Jombang dari tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tersaji
pada Grafik 75 berikut:

Grafik 75.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang

Kab. Jombang TA 2016
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NB : LKPD Kab. Jombang tidak merinci DAK per bidang TA 2014 dan 2015 dalam LKPD-nya,
namun hanya mengungkap jika DAK hanya terealisasi sebesar Rp63.325.130.000,00 (TA
\__2015) dan Rp47.292.080.000,00 (TA 2014).

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolah)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Jombang
hanya merinci secara detail DAK per bidang untuk Tahun Anggaran 2016.
Namun dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 54% dari total DAK
Fisik atau sebesar Rp60.898.229.468,00 dialokasikan untuk infrastruktur
Publik Daerah (IPD) dan sebanyak 33% atau senilai Rp36.552.641.363,00
dialokasikan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) sementara
sisanya 13% dialokasikan untuk bidang lainnya. Sedangkan untuk realisasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2016 adalah
Rp170.376.257.000,00

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Jombang TA 2016, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari
DAK Fisik dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 40% dan DAK
Non Fisik sebesar 60%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan
kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara
nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp49,2
miliar atau meningkat 78% dibanding tahun 2015. Peningkatan DAK Fisik
tersebut sangat besar, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik
perlu ditingkatkan.
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Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 76. merupakan perbandingan
antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal.

Grafik 76.

Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal
Kab. Jombang TA 2014-2016
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Berdasarkan Grafik 76., dapat dilihat jika dalam kurun tahun 2014-2016
terjadi penurunan realisasi Belanja Modal dibandingkan realisasi tahun
sebelumnya. Berbeda dengan realisasi Belanja Modal, realisasi DAK fisik
justru mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai Rp49,2 miliar
atau meningkat 78%. Atas kondisi tersebut, maka kemungkinan DAK Fisik
tersebut direalisasikan untuk belanja selain Belanja Modal mengingat DAK
ini juga bisa dialokasikan untuk Belanja Barang seperti Belanja Persediaan
Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Perolehan opini Kabupaten Jombang pada tahun 2014, 2015 dan 2016
yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Jombang bebas dari
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana
Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran
2014 dan 2015, pemasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal masih
ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, namun tidak dinyatakan
secara eksplisit apakah perolehan Aset ataupun Belanja modal tersebut
bersumber dari DAK atau tidak. Permasalahan atas aset umumnya terkait
penatausahaan yang belum tertib, Aset Tanah yang belum bersertifikat, dan
ditemukannya pemanfaatan aset yang belum dituangkan dalam perjanjian
sewa menyewa maupun adanya pelanggaran terhadap perjanjian sewa
tersebut. Sedangkan terkait Belanja Modal, masih banyak permasalahan
terkait kekurangan volume pekerjaan pada 13 SKPD dimana pekerjaan
pembangunan gedung dinyatakan telah selesai 100% namun pemeriksaan
menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai 100%.
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Untuk LKPD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016, terdapat
permasalahan terkait Dana BOS dimana Pemkab Jombang belum
menganggarkan dan menyajikan Dana BOS pada Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), namun telah disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan Neraca,
serta ditemukannya rekening penyimpanan Dana BOS yang belum ditetapkan
dengan SK Bupati sehingga menimbulkan risiko penggunaan pendapatan dari
bunga bank oleh pengelola Dana BOS. Selain Dana BOS, terdapat pula
temuan kekurangan volume pekerjaan, namun tidak dijelaskan secara eksplisit
jika sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan
dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD
yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun.

Kabupaten Nganjuk

Perolehan opini Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016 mengalami
penurunan yakni memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Padahal dua tahun sebelumya Kabupaten Nganjuk berhasil memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada
Tahun 2014 dan Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2015. Beberapa
permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian opini WDP atas
LKPD Kabupaten Nganjuk TA 2016 adalah terkait temuan pada Kas Lainnya
dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Perolehan opini yang baik idealnya sangat diperlukan sebagai satu
modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
daerah Kabupaten Ngajuk khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK)
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat
dilihat dari Grafik 77. berikut.

Grafik 77.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Nganjuk TA 2014-2016
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Gral /e, hooambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nganjuk secara nominal meningkat
schesar  51.36% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami
peningkatan di tahun 2016 sebesar 267,05% dibandingkan dengan tahun 2015,
Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nganjuk yang sangat
tajam di tahun 2016 tersebut disebabkan adanya realokasi dana transfer
pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
kemudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan
rckening Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan
Operasional Penyelenggaraan PAUD. Dana Bantuan Cperasional Kesehatan
(BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencane (BOKRB), serta Dana
Proyek Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi.

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kabupaten Nganjuk dari tahun 2015-2016 adalah sebagaimana tersaji pada
Grafik 78, dibawah ini menggambarkan bahwa pada tahun 2015, empat
bidang DAK Fisik dengan realisasi terbesar adalah DAK kedaulatan pangan
(pertanian), DAK pendidikan, DAK keschatan, dan DAK infrastruktur irigasi
dimana keempat bidang tersebut mencakup 91% dari total DAK Fisik.
Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, empat fokus bidang tersebut
dialihkan menjadi lebih fokus pada bidang pembaneynan infrastroktur. haik
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kepada masyarakat tersebut. Selain itu, terdapat pula kekurangan volume
pekerjaan pembangunan lumbung pangan desa yang mengakibatkan indikasi
kerugian daerah sebesar Rp21.539.598,72. Atas temuan tersebut, penyedia
barang/jasa telah menyetorkan ke Kas Daerah berdasarkan STS tanggal 22
April 2015 sebesar Rp15.309.040,90 sehingga yang belum disetor sebesar
Rp6.230.557,82.

Kemudian pada LKPD Tahun Anggaran 2015, terdapat permasalahan
terkait Dana BOS, dimana ditemukan rekening Bendahara BOS yang belum
mendapat izin dari Bupati. Selain permasalahan Danz BOS, ditemukan pula
permasalahan kekurangan volume pekerjaan meskipun tidak secara jelas
menyebutkan bahwa kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Atas LKPD Tahun Anggaran 2016, ditemukan adanya kelebihan
pembayaran atas pengadaan alat-alat kesehatan yang bersumber dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertosono
kepada PT IDS MSI yang disebabkan pembayaran belum memperhitungkan
pajak yang harus dipungut. Atas kelebihan bayar tersebut, Pemkab Nganjuk
kehilangan potensi jasa giro sebesar Rp3.591.827,02. Selain itu, terdapat pula
kekurangan volume pekerjaan peningkatan kapasitas Jalan Berbek — Sidorejo
yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bidang Infrestruktur Publik Daerah
sebesar Rp28.162.800,00.

Kota Mojokerto

Perolehan opini Kota Mojokerto menunjukkan prestasi yang sangat
baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan
opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil
mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Mojokerto sudah
dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini pada Tahun Anggaran 2016 mznjadi satu modal yang
baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota
Mojokerto khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat
dilihat dari Gratik 83 berikut.
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Grafik 80.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto TA 2014-2016
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Grafik 80. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto secara nominal meningkat sebesar
36,97% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di
tahun 2016 sebesar 195,91% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto yang sangat tajam di tahun
2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya
kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan
sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi
Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana 3antuan
Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional dan Jaminan persalinan.

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kota Mojokerto dari tahun 2015 — 2016 adalah sebagaimana tersaji pada
Grafik 81. berikut.

Grafik 81.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kota Mojokerto TA 2015-2016
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Grafik 81. menggambarkan bahwa pada tahun 2015 terdapat tiga
bidang DAK Fisik dengan nilai realisasi terbesar (berurutan) yaitu DAK
pendidikan, DAK keschatan, dan DAK infrastruktur jalan dimana ketiga
bidang tersebut mencakup 67% dari total DAK Fisik. Sedangkan pada Tahun
Anggaran 2016, kesehatan masih mendapatkan alokasi yang besar namun
tidak menjadi fokus utama. DAK Fisik pada tahun 2016 lebih fokus pada
bidang keselamatan transportasi darat, infrastruktur publik daerah (IPD) dan
infrastruktur irigasi. Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik
sebagaimana dirinci per bidang DAK di atas, dialokasikan pula DAK Non
Fisik dengan realisasi sebesar Rp25.126.502.000,00.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kota Mojokerto tahun 2016, maka realisasi DAK Fisik adalah sebesar 76%
berbanding DAK Non Fisik sebesar 24%. Artinya, peningkatan DAK Total
terjadi akibat adanya kenaikan yang signifikan pada realisasi DAK Fisik,
dengan peningkatan secara nominal sebesar Rp54,2 milar atau 225%
dibanding tahun sebelumnya.

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik di bawah merupakan
perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kota
Mojokerto.

Berdasarkan Grafik 82., dalam kurun 2014-2016 terjadi peningkatan
realisasi Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut
menunjukkan adanya korelasi positif antara DAK dan Belanja Modal.

Grafik 82.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal
Kota Mojokerto TA 2014-2016
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Berdasarkan Grafik 82., dalam kurun 2014-2016 terjadi peningkatan
realisasi Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut
menunjukkan adanya korelasi positif antara DAK dan Belanja Modal.

Perolehan opini Kota Mojokerto pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang

sudah baik tidak serta merta membuat Kota Mojokerto bebas dari
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permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait
74Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kota Mojokerto Tahun
Anggaran 2014, ditemukan permasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja
Modal namun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Aset maupun Belanja
Modal tersebut berasal dari DAK. Permasalahan terkait Aset diantaranya
ditemukan Aset Tanah belum tercatat, belum lengkap informasi luas tanahnya,
Aset Tanah berada dalam penguasaan pihak lain dan Aset Tanah
dipinjampakaikan tidak sesuai ketentuan dan terkait permasalahan Belanja
Modal, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa
SKPD.

Kemudian Atas LKPD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2015,
ditemukan adanya belanja pemeliharaan/pengembangan/renovasi jalan yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dikapitalisasi ke
dalam aset induknya sehingga mengakibatkan penyajian nilai Aset Tetap pada
Neraca Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2015 belum
menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan berpengaruh terhadap
penyajian saldo akun akumulasi penyusutan pada Neraca dan beban
penyusutan pada Laporan Operasional.

Sedangkan atas LKPD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016,
ditemukan permasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal namun tidak
secara eksplisit disebutkan bahwa Aset maupun Belanja Modal tersebut
berasal dari DAK.

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan
dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun.

Kabupaten Mojokerto

Perolehan opini Kabupaten Mojokerto menunjukkan prestasi yang
sangat baik yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami
peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan
bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kab. Mojokerto
dilaksanakan dengan baik.
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Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten
Mojokerto khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten
Mojokerto yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal
tersebut dapat dilihat dari Grafik 83. berikut:

Grafik 83.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Mojokerto TA 2014-2016
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Grafik 83. menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) Kabupaten Mojokerto secara nominal meningkat sebesar
49,63% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di
tahun 2016 sebesar 192,76% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Mojokerto yang sangat tajam di
tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat
lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian
dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening
Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Jaminan Persalinan.

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kabupaten Mojokerto dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji pada
Grafik 84. berikut yang menggambarkan jika pada tahun 2014, bidang DAK
Fisik dengan realisasi terbesar adalah DAK pendidikan. Dan pada Tahun
Anggaran 2015, bidang pendidikan masih merupakan salah satu bidang DAK
dengan nilai realisasi yang cukup besar, meskipun realisasi DAK yang lebih
besar pada bidang Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet kerja
(P3K2) dan Tambahan Usulan Daerah. Sedangkan pada Tahun Anggaran
2016, realisasi DAK pada bidang keselamatan infrastruktur publik daerah
(IPD). Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per
bidang DAK di atas, dialokasikan pula DAK Non Fisik dengan realisasi
sebesar Rp151.274.016.250,00
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Grafik 84.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Mojokerto TA 2014-2016
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Jika dibanding)-an lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Mojok: rto tahun 2016. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar
dari DAK Fisik deng n perbandingan persentase realisasi DAK fisik sebesar
38% dan DAK Non Fisik sebesar 62%. Artinya bahwa DAK Non Fisik
memberikan kontribt si terbesar pada kenaikan realisasi DAK secara total.
Sedangkan secara no1 ainal realisasi untuk DAK Fisik mengalami peningkatan
sebesar Rp8,96milar tau 11%.

Khusus DAK “isik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan da am Belanja Modal. Grafik 85. merupakan perbandingan
antara realisasi DAK Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten Mojokerto.

Grafik 85.
Perbandingan Realis: si Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal
Kab. Mojokerto TA 2014-2016
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Berdasarkan Grafik 85., dalam kurun tahun 2014-2016 terjadi
penurunan realisasi Belanja Modal dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Sedangkan di sisi lain DAK Fisik mengalami peningkatan sebesar Rp8,9
miliar atau 11%. Maka kemungkinan DAK Fisik tersebut direalisasikan untuk
belanja selain Belanja Modal mengingat DAK ini juga bisa dialokasikan untuk
Belanja Barang dan Jasa seperti Belanja Persediaan Barang yang diserahkan

kevada nihak ketiea. i 5
Perolehan opini Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014, 2015 dan 2016
yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Mojokerto bebas dari
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana
Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran
2014 dan 2015, terdapat temuan terkait Belanja Modal dan Aset Tetap namun
temuan tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK bahwa temuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK).

Untuk LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016, ditemukan
permasalahan terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi
Jaringan (J1J) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum
sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
diantaranya terkait kebijakan akuntansi belum mengatur klasifikasi aset secara
tepat baik dari sisi masa manfaat maupun penghitungan beban penyusutannya.
Akibatnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kewajaran penyajian nilai
Aset Tetap terutama Peralatan dan Mesin dan JIJ serta akan memengaruhi
perhitungan Beban Penyusutan serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap,
karena masing-masing Aset Tetap tersebut memiliki masa manfaat yang
berbeda. Terkait Belanja Modal, ditemukan adanya kekurangan volume
sebesar Rp91.395.101,00 atas pekerjaan peningkatan Jalan Pacet-Trawas
Tahap 1 yang bersumber dari DAK-Infrastruktur Publik Daerah dengan
nomor kontrak : 620/1452/416 -110/2016. Kekurangan volume juga terjadi
pada pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan DAK Bidang Rujukan
RSUD Prof. Dr. Soekandar dengan nomor kontrak? 027/4174/416-211/2016
sebesar Rp13.455.937,88. Atas temuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke
kas daerah seluruhnya.

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anceota DR BRI



Kota Madiun

Perolehan opini Kota Madiun pada tahun 2016 mengalami penurunan
yakni memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal dua
tahun sebelumya Kota Madiun berhasil memperoleh opini yang baik yaitu
opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada
Tahun 2014 dan Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2015. Beberapa
permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian opini WDP atas
LKPD Kota Madiun TA 2016 adalah terkait temuan pada Investasi Permanen-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Belanja Pegawai.

Perolehan opini yang baik idealnya sangat diperlukan sebagai satu
modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
daerah Kota Madiun khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota
Madiun yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut
dapat dilihat dari Grafik 86. berikut.

Grafik 86.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun TA 2014-2016
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Grafik 86. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun secara nominal meningkat sebesar
24,88% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di
tahun 2016 sebesar 253,31% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun yang sangat tajam di tahun 2016,
dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK
Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Bantuan Operasional
Kesehatan, Jaminan Persalinan, Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Profesi
Guru Non Profesi, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, dan
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kota
Madiun dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 87.
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berikut menggambarkan jike pada tahun 2014, DAK fisik dialokasikan
terbesar pada bidang pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2015, bidang
pendidikan masih menjadi fokus utama dengan realisasi mencapai 46% dari
total realisasi DAK Tahun 2015. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016,
fokus bidang pendidikan dialihkan menjadi lebih fokus pada pembangunan
infrastruktur.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kota Madiun. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan
perbandingan persentase real sasi DAK Fisik sebesar 45% dan DAK Non
Fisik sebesar 55%. Perbandinzan tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh,
namun DAK Non Fisik turut memberikan kontribusi pada kenaikan realisasi
DAK total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik
sendiri adalah sebesar Rp23,9 milar atau 60%.

Grafik 87.
Realisasi Dana Aloxasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang

Kota Madiun TA 2014-2016
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Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik di bawah merupakan
perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal.

Berdasarkan Grafik 88, dalam kurun waktu tahun 2014-2016, terjadi
peningkatan realisasi Belanje Modal. Di sisi lain, realisasi DAK juga
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mengalami peningkatan. Artinya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya
korelasi positif antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Grafik 88.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal
Kota Madiun TA 2014-2016
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Perolehan opini Kota Madiun pada tahun 2014 dan 2015 yang sudah
baik tidak serta merta membuat Kota Madiun bebas dari permasalahan dalam
pengelolaan keuangan daerahnya. Begitupun permasalahan terkait Dana
Alokasi Khusus. Pada LKPD Kota Madiun Tahun Anggaran 2014, tidak
terdapat temuan yang secara khusus menyatakan bahwa temuan tersebut
didanai melalui Dana Alokasi Khusus, namun berbagai permasalahan terkait
Aset Tetap dan Belanja Modal masih menjadi temuan. Pada Tahun 2014
Pemerintah Kota Madiun menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan
terkait Aset Tetap tahun 2013 dimana untuk Aset Tetap yang tidak diketahui
perinciannya ditindaklajuti dengan melakukan sensus Barang Milik Daerah
(BMD). Pemeriksaan terhadap hasil sensus BMD menemukan adanya 72
bidang tanah belum bersertifikat, Peralatan dan Mesin senilai Rp897juta
belum diketahui keberadaannya, 56 Aset Gedung dan Bangunan belum dirinci
luasnya, dan 127 item kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan
bangunzn belum dikapitalisasi. Hal tersebut mengakibatkan aset tanah
berpotensi terjadi permasalahan di kemudian hari dan aset tidak
menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sementara permasalahan terkait
Belanja Modal juga masih ditemukan seperti pembangunan tiga gedung
pemerintah Kota Madiun tidak sesuai kontrak sebesar Rp141.128.883,73,
pekerjaan jalan hotmix oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai kontrak
sebesar Rp202.685.802,31, dan pekerjaan jalan usaha tani oleh Dinas
Pertanian tidak sesuai kontrak sebesar Rp343.987.405,65

Kemudian atas LKPD Kota Madiun Tahun Anggaran 2015, tidak
ditemukan permasalahan baik terkait Aset Tetap maupun Belanja Modal yang
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secara eksplisit dinyatakan bahwa sumber pendanaannya berasal dari DAK.
Beberapa permasalahan tersebut diantaranya, kurang memadainya
pengungkapan mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOS dari Provinsi
Tahun 2015 dan dana Hibah/Blockgrant dalam Catatan atas Laporan
Keuangan TA 2015. Pengamanan Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung
dan Bangunan juza belum optimal dan masih ditemukan adanya kekurangan
volume.

Sedangkan atas LKPD Kota Madiun Tahun Anggaran 2016, terdapat
permasalahan ter<ait DAK dimana terdapat penambahan masa manfaat aset
jalan atas kegiatan peningkatan Jalan Auri - Jalan Ronggo Tohjoyo (DAK)
yang tidak sesuai dengan kebijakan penyusutan. Selain itu, terdapat kelebihan
pembayaran akitat kekurangan volume atas paket pekerjaan peningkatan
Jalan Pilang Muda (DAK), Kegiatan Peningkatan Jalan Tawang Bakti - Sri
Sedani (DAK), Paket Peningkatan Jalan Kapten Tendean (DAK), Peningkatan
Jalan Dawuhan — Ngebong (DAK), Peningkatan Jalan Tirta Raya (DAK),
Peningkatan Jalan Keningar-Kunir (DAK) sebesar Rp1.314.763.938,00. Dan
atas seluruh temuan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah.

Perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan,
terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN.
Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun
berikutnya.  Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil
pemeriksaan BPX RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang
dikeluarkan secara berkala setiap tahun.

Kabupaten Madiun

Perolehan cpini Kabupaten Madiun menunjukkan prestasi yang sangat
baik yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan
opini di tahun 205 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil
mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Madiun sudah
dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk
mengawal pengeolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten
Madiun khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Madiun
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat
dilihat dari Grafik 89. berikut.
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Grafik 89.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Madiun TA 2014-2016
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Grafik 89. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Madiun secara nominal meningkat sebesar
103,89% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di
tahun 2016 sebesar 159,14% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Madiun yang sangat tajam di tahun
2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya
kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan
sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Bantuan
Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Tunjangan Profesi Guru,
Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD,
dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kabupaten Madiun dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji pada
Grafik 90. berikut.

Grafik 90.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang
Kab. Madiun TA 2014-2016
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Grafik 90. menggambarkan jika pada tahun 2014, DAK Fisik
dialokasikan terbesar pada bidang pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2015,
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bidang pendidikan masih menjadi fokus utama namun alokasi lebih besar
digunakan untuk bidang pertanian, infrastruktur irigasi dan infrastruktur jalan.
Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, lebih fokus pada bidang kesehatan
dan infrastruktur jalan.

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik
di Kabupaten Madiun. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik
dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 46% dan DAK Non Fisik
sebesar 54%. Perbandingan tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh, namun
DAK Non Fisik turut memberikan kontribusi pada kenaikan realisasi DAK
Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik
sendiri adalah sebesar Rp24 milar atau 19%.

Khusus DAK fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 91. merupakan perbandingan
antara realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal.

Grafik 91.
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal
Kab. Madiun TA 2014-2016
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secara khusus menyatakan bahwa temuan tersebut didanai melalui Dana

Alokasi Khusus, namun berbagai permasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja
Modal masih menjadi temuan.

Kemudian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Madiun TA 2015, terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesj
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Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten
Tuban  merupakan  daerah  yang
dikelompokkan sebagai Dapil Jawa Timur
IX dengan jumlah kursi yang ditetapkan
untuk Dapil IX ini berjumlah 6 (enam)
kursi.

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016,

masing-masing kabupaten menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
LKPD Kab. Bojonegoro & Kab, Tuban TA 2014-2016

NamaKab | Tahun Aset Kewajiban Ekuitas

2014 5,282,313,401,092.42 13,759,280,398.00 5,268,554,120,694.42

2015 3,647,323,570,257.03 24,209,470,632.01 3,623,114,099,625.02

2016 4,202,697,186,238.73 69,642,697,299.61 4,133,054,488,939.12
ST SRR e A R SR B e T T D R R R e

2014 4,979,419,367,250.36 5,506,384,755.00 4,973,912,982,495.36
Kab. Tuban | 2015 4,465,044,292,476.35 21,385,216,425.00 4,443,659,076,051.35
2016 4,494,105,925,602.75 35,276,260,650.42 4,458,829,664,952.33
Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Kab.
Bojonagoro

Sedangkan realisasi belanja selama tiga tahun untuk kedua kabupaten
dapat digambarkan pada grafik berikut:
Grafik 92. Perkembangan Porsi Realisasi Belanja
LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016
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Gambaran porsi belanja di atas menjelaskan kepada kita bahwa fokus
pembangunan dikedua kabupaten mengalami peningkatan belanja mocal
infrastruktur dan sarana prasarana. Sedangkan belanja operasi mengalami

penurunan.

Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran pemerintah pusat yang
telah mengurangi porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dar memperbesar porsi
Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka pen ngkatan sarana dan prasarana
fisik pelayanan dasar masyarakat dan pelayanan antar sektor di daerah.
Penjelasan akan hal ini dapat dilihat pada tren realisasi pendapatan
berdasarkan sumbernya untuk Kab. Bojonegcro dan Kab. Tuban melalui

grafik berikut:

/
Grafik 93. Tren Realisasi Pendapatan
Kab. Bojonegoro (2014-2016)

Gra“ik 94. Realisasi Transfer Pusat
Kab. Bojonegoro TA 2014-2016
(Berdasarkan Porsi/lenis)

Grafik 95. Tren Realisasi Pendapatan
Kab. Tuban (2014-2016)
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Grafik 96. Realisasi Transfer PLsat
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Folus  pembangunan (* Grafik 97. Realisasi DAK Fisik 2014-2016 )
pada infrastruktur bagi :

iy . Boj ;mmmm
kedua kabupaten ini | ™ %ebBoionegoro

® Kab. Tuban 135.279.268. 459_

semakin jelas ketika

realisasi transfer pusat 66, E°5°4°°°° i
yang diterima Kab. | 67.346. isoooo"
Bojonegoro dan Kab. [ 48.566.9 930000 i \

Tuban mengalami | ¢ 44.589. 3787(700 \

peningkatan signifikan | T
pada jenis DAK fisik
pada tahun 2016 seperti

digambarkan grafik di \e 2014 2015 2016 )

samping. Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah
Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik yang difokuskan

berbeda dari masing-masing kabupaten berdasarkan bidang program yang

dikerjakan, sebagaimana tersaji pada grafik berikut:

£ i R

Grafik 98. Alokasi DAK Fisik Kab. Bojonegoro 2014-2016
(Bidang Program}
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Grafik 99. Alokasi DAK Fisik Kab. Tuban 2014-2016 (Bidang Program)
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Berdasarkan nilai total DAK sejak 2014 sampai dengan 2016 program
kesehatan menjadi bidang yang difokuskan dalam pembangunan di Kab.
Bojonegoro dengan nilai realisasi Rp42.230.525.810,25. Meskipun bidang
infrastruktur publik daerah mendapat nilai yang tertinggi pada satu tahun
anggaran yaitu 2016 dengan nilai Rp87.262.455.811,00.

Sedangkan di Kab. Tuban, bidang yang memiliki realisasi tertinggi
selama tiga tahun, dari tahun 2014 sampai 2016 adalah bidang pendidikan
dengan nilai Rp56.599.753.000,00. Meskipun bidang infrastruktur publik
daerah juga mendapat nilai yang relatif tinggi di tahun anggaran 2016 dengan
nilai Rp55.567.315.000,00.

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, maka perlu
menjdai’ pernauan pagl semua piidk'yang obretpenatigan; wWrudnrd anggoet
DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam
pembahasan penyusunan rencana APBN di tahun yang akan datang.

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
yang dikeluarkan secara berkala setiap semester tahun anggaran. Langkah
awal mempelajari hasil pemeriksaan tersebut adalah melalui penilaian
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, melalui opini yang
diberikan oleh BPK.

Dilihat dari
i Gambar 4. Perolehan Opini
perolehan opini BPK atas LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016

LKPD Kab. Bojonegoro
dan Kab. Tuban selama tiga
tahun berturut-turut 2014-

Kab.
Tuban

SR RS )014: WTP-DPP 014: WDP |

2016, maka dapat dijelaskan |
bahwa kedua kabupaten 2015: WTP 2015: WTP
mengalami peningkatan

: 2016:
kualitas opini menjadi lebih RNIE 016: WTP

baik, yaitu opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari yang sebelumnya WTP-DPP di Kab.
Bojonegoro dan WDP di Kab. Tuban. Bahkan keduanya mampu
mempertahankan opini WTP pada dua tahun berikutnya 2015 dan 2016.
Peningkatan opini menjadi lebih baik di kedua kabupaten tersebut
tentunya dihasilkan dari berbagai langkah perbaikan pengelolaan keuangan
daerah mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah.
Dengan kata lain, pernyataan opini BPK diberikan dengan menggunakan
dasar penilaian yang memadai dan diyakini bahwa LKPD yang dibuat oleh
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Pemerintah Kab/Kota telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan, memiliki keandalan sistem pengendalian

intern yang tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, serta dinilai
telah melakukan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan.

Begitu juga dapat dinilai bahwa kondisi demikian sebagai penjelasan
kepada publik bahwa Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban telah berhasil
melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan. Sehingga prestasi ini menjadi modal awal bagi
pemerintah daerah kedua kabupaten tersebut dalam usaha membangun
kepercayaan publik dan mewujudkan good governance dan clean government.

Meskipun LKPD Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban TA
2015 memperoleh opini WTP, pihak BPK tetap memberikan
catatan mengenai pokok-pokok kelemahan dalam Sistem
Pengendalian Intern (SPI) yang ditemukan, antara lain:

1. Penatausahaan Piutang dan Aset Tetap belum sepenuhnya
tertib;

2. Pengelolaan persediaan di setiap SKPD.

Khusus dilihat dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun

anggaran 2016, pokok-pokok kelemahan dalam Sistem

Pengendalian Intern (SPI) yang diungkap di antaranya adalah

pengelolaan pendapatan dan belanja dari Dana BOS dan

Block Grant belum sepenuhnya sesuai ketentuan dengan

uraian permasalahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum menganggarkan penerimaan
dan pengeluaran Dana BOS TA 2016 dalam APBD TA 2016 dan
menyajikannya dalam LRA TA 2016 tetapi telah disajikan dalam Neraca,
Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan;

2. Rekening penerimaan Dana BOS dan Block Grant pada sekolah belum
ditetapkan oleh Bupati;

3. Pemerintah Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban belum memiliki kebijakan
akuntansi yang mengatur mekanisme monitoring terhadap pendapatan
yang diterima dan belanja yang dikeluarkan di luar mekanisme APBD

Kondisi tersebut mengakibatkan:

1. Pemerintah Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban daerah tersebut tidak dapat
mengetahui dan memantau penerimaan dan penggunaan dana yang
diterima dan dikeluarkan tanpa melalui mekanisme APBD;

2. Penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang diterima tidak dapat
disajikan dalam LRA tahun 2016.
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Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan
keuangan tersebut sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN), BPK juga melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah
Kab/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan
serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Terhadap hasil pemeriksaan atas LKPD Kab. Bojonegoro dan Kab.
Tuban untuk tahun 2014-2016, BPK tidak secara rinci mengungkapkan
temuan-temuan program kegiatan yang didanai oleh DAK. melainkan pokok-
pokok temuan tersebut berhubungan dengan belanja medal. Di antaranya
adalah kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pak=t pekerjaan berupa
pekerjaaan infrastruktur yang dinilai tidak material. Namun atas temuan dan
permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran
kekurangan tersebut ke Kas Daerah sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK diterbitkan. Sehingga opini yang diberikan untuk kedua
kabupaten adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pengecualian pada hasil pemeriksaan LKPD Kab Tuban TA 2014,
diungkap BPK karena dinilai bahwa langkah revaluasi oleh Pemerintah
Kabupaten Tuban terhadap seluruh Aset Tetap yang diperoleh sejak tahun
2012 sampai dengan 2014 dinilai belum sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) sehingga nilai Aset tetap yang disajikan dalam neraca
per 31 Desember 2014 dapat berbeda secara signifikan.
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Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan satu dari
dua daerah yang dikelompokkan pada Dapil
Jawa Timur X dengan jumlah kursi yang
ditetapkan untuk Dapil X ini berjumlah 6
(enam) kursi.

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran

2014 sampai dengan 2016 Kab. Lamongan menyebutkan posisi Aset,
Kewajiban, dan Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Lamongan TA 2014-2016

Nama Kab. | Tahun Aset Kewajiban Ekuitas
2014 | 4.205.271.867.511,70 2.341.335.768,00 |  4.202.930.531.743,70
Kab. Lamongan| 2015 3.336.672.664.119,40 8.530.452.428,00 | 3.328.142.211.691,40
2016 3.936.924.453.223,12 13.920.410.805,31 3.923.004.042.417,81
= N
5 . 3 Grafik 100. Realisasi Belanja Kab. Lamongan
Realisasi belanja TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis)
Kabupaten Lamongan
selama tiga tahun
sejak 2014 sampai
2016 men jelaskan Belanja Tidak Terduga Belanja Modal Belanja Operasi
bahwa belanja operasi w2014 = 353.435.615.278,40 |1.557.743.704.642,69
: - %2015 198.000.000,00 | 459.305,792.650,00 |1.946.016.252.846,14
masih dominan \_ [=2016 616.499.721,973,00 |2.177.954.315.748,66)
dibanding dengan  Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

belanja modal, meskipun kedua jenis belanja tersebut mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana digambarkan pada grafik di atas.

Kondisi belanja yang demikian
lebih besar dibiayai melalui
sumber  pendapatan transfer
pemerintah pusat yang dominan
diterima oleh Pemerintah Kab.

i Grafik 101. Tren Realisasi Pendapatan o
Kab. Lamongan TA 2014-2016
PAD
Transfer Pusat
Transfer Provinsi
Lain-lain
Pendapatan yang... )

Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah
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Bahkan secara [~
terperinci dapat dijelaskan
bahwa belanja operasi yang
besar dimungkinkan sekali
didanai dari jenis penerimaan
Dana Alokasi Umum (DAU)

yang memiliki persentase

tertinggi  dibanding  jenis
penerimaan transfer pusat
yang ain untuk setiap

tahunnya. Meskipun di tahun
anggaran 2016, persentase

Porsi Penerimaan Transfer Pusat
untuk Kab. Lamongan (Berdasarkan Jenis)

Grafik 102.

R
o
l"-;§
Ra
n
w0

m2014

68,28%

kenaikan  Dana  Alokasi
Khusus (DAK)  sebesar

0, Transfer DAK DAU DBH Bukan DBH Pajak
16’46AJ merupafkan = yang Pemerintah Pajak (SDA)
tertinggi dibandingkan | pusatLainnya
kenaikan sumber lainnya dari o : /

: Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

transfer pemerintah pusat.

Peningkatan Dana Alokasi Khusus [~ EEERE o
(DAK) vang signifikan terjadi disebabkan DAK Fisik & Non Fisik
oleh perubahan postur dana perimbangan di Kab. Lamongan TA 2016

tahun 2)16 yang membagi Dana Transfer
Khusus -erdiri dari DAK Fisik dan DAK Non
Fisik (sebelumnya dialokasikan pada transfer
pemerintah pusat lainnya).

Penggunaan DAK Non Fisik tersebut adalah
untuk 5 (lima) program kegiatan yang
rinciannya adalah sebagai berikut:

Nilai Realisasi
W Fisik 213.130.033.000
K = Non Fisik 230.627.028.800 .

Sumber: LHF BPK Rl atas LKPD TA 2014-
2016, diolah

Bantuan Dperasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini 24.216.000.000,00
Bantuan Dperasional Kesehatan 8.613.000.000,00
Jaminan 2ersalinan 2.477.380.000,00
Bantuan Dperasional Keluarga Berencana 997.500.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD 194.323.148.800,00

Fokus pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibiayai
dari DAK Fisik bagi Kab. Lamongan adalah pembangunan infrastruktur jalan
dengan realisasi tiga tahun sejak 2014-2016 sebesar Rp126.399.615.000.
Kemudian fokus kedua dibidang kesehatan sebesar Rp68.802.006.000 dan
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ketiga, bidang infrastruktur irigasi sebesar Rp66.704.316.000. Untuk jelasnya
dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

77 s
Grafik 104. DAK/Jenis Kab. Lamongan TA 2014-2016
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Sumber: LHP BPK Ri atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Mengingat besaran nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non
Fisik, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan,
terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN.
Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN ditahun vang
akan datang.

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
yang dikeluarkan secara berkala di setiap semester tahun anggaran. Langkah
awal mempelajari hasil pemeriksaan tersebut adalah melalui penilaian copini
atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang diberikan oleh BPK.

Dilihat dari perolehan opini BPK atas LKPD Kab. Lamongan, maka
dapat dijelaskan bahwa kabupaten ini Gambar 5. Perolehan Opini

mengalami  peningkatan kualitas opini LKP?AI‘;%"I-4L;$‘;‘3“
menjadi lebih baik di tahun ketiga, sejak 2014
sampai dengan 2016 yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang sebelumnya WDP 014: WDP
selama dua tahun (2014 & 2015).

Peningkatan opini menjadi lebih baik 2015: WDP

di tahun 2016 bagi Kab. Lamongan tersebut
dihasilkan dari berbagai langkah perbaikan 2016: WTP
pengelolaan  keuangan daerah sesuai
ketentuan dan  peraturan perundang-

120




undangan yang telah ditetapkan terkait dengan mekanisme pengelolaan
keuangan negara/daerah. Dengan kata lain, pernyataan opini BPK diberikan
dengan menggunakan dasar penilaian yang memadai dan diyakini bahwa
LKPD wvang dibuat oleh Pemerintah Kab/Kota telah memenuhi prinsip
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki
keandalen sistem pengendalian intern yang tidak berdampak material terhadap
laporan <euangan, serta dinilai telah melakukan penyajian laporan keuangan
secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
ditetapkan.

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini Wajar Dengan
Pengecumlian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Lamongan untuk TA 2014 terkait dengan DAK dalam Sistem
Pengendalian Intern (SPI) adalah klasifikasi anggaran dan realisasi belanja
barang dan jasa pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum
berpedoman pada  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sebesar
Rp9.832.788.054,00. Sedangkan permasalahan pada kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan adalah pelaksanaan 21 paket pekerjaan
konstruksi jalan tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.975.903.946,01.

Hal yang sama tentang kepatuhan terhadap
peraturaa perundang-undangan terkait paket
pekerjaaan pembangunan fisik terjadi di TA 2015
& 2016 adalah pelaksanaan belanja modal
gedung dan bangunan serta belanja modal jalan,
irigasi c¢an jaringan pada SKPD tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan
indikasi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran untuk kekurangan
volume pekerjaan. Bedanya adalah di TA 2016 semua temuan sudah
ditindaklanjuti sehingga memperoleh opini WTP. Sedangkan di TA 2015
temuan >elum ditindaklanjuti hingga hasil pemeriksaan BPK diterbitkan.
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Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan satu dari
dua daerah yang dikelompokkan dalam
Dapil Jawa Timur X dengan jumlah kursi
yang ditetapkan untuk Dapil X ini
berjumlah 6 (enam) kursi.

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran

2014 sampai dengan 2016, Kab Gresik menyebutkan posisi Aset, Kewajiban,
dan Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Gresik TA 2014-2016

Nama Kab. | Tahun Aset Kewajiban Ekuitas
2014 | 6,212,561,878,497.30 32,009,726,612.00 | 6,180,552,151,885.30
Kab. Gresik | 2015 4,744,141,046,271.64 63,726,899,289.47 | 4,680,414,146,982.17
2016 4,877,773,576,631.62 | 157,620,187,817.52 | 4,720,153,388,814.09

Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Realisasi belanja
Kabupaten  Gresik
selama tiga tahun
sejak 2014 sampai
dengan 2016
menjelaskan bahwa
belanja operasi
masih dominan
dibandingkan

Grafik 105. Realisasi Belanja 2
Kab. Gresik TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis)
Belanja Tidak Terduga Belanja Modal Belanja Operasi
w2014 577.185.000,00 523.804.897.182,06 1.647.803.401.562,25
m 2015 341.044.000,00 584.223,675.904,99 1.598.326.741.713,18
\ed m2016 263.146.956,00 413,339.658.372,51 1.70?.124.341.513,@

Sumber: LHP BPK Ri atas LKPD TA 2014-2016, diolah

belanja modal. Bahkan belanja operasi mengalami peningkatan di tahun 2016

modal

( Grafik 106. Tren Realisasi Pendapatan\
Kab. Gresik TA 2014-2016

PAD

Transfer Pusat

Transfer Provinsi

Lain-lain Pendapatan yang

Sah
3

sedangkan belanja
mengalami penurunan. Hal ini
digambarkan pada grafik di atas.
Kondisi  belanja  yang
demikian besar dibiayai melalui
sumber  pendapatan transfer
pemerintah pusat yang dominan

Sumber: LHP 8PK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah
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Bahkan secara terperinci € Grafik 107. Porsi Penerimaan Transfer Pusat 3

dapat dijelaskan bahwa belanja Kab. Gresik TA 2014-2016
5 (Berdasarkan Jenis)
operasi yang besar 3
: : F 3 SRR ® 2014
dimungkinkan sekali didanai gm 3
SN i : Cgx 2015
dari jenis penerimaan Dana i
» > »
Alokasi Umum (DAU) yang Rox ®
IR : ; S ~
memiliki persentase tertinggi | 2% % S g2 588
: 2 & : . wn 9 D~ L Rt &
dibanding jenis penerimaan II l 3 ™ l X il e
transfer pusat yang lain untuk — e
. = = Transfer DAK DAU DBH Bukan DBH Pajak
setiap tahunnya. Meskipun di | pemerintah Pajak (SDA)
tahun anggaran 2016, Dana | %
Alokasi Umum (DAU)

5 I e . z . diolah
mengalaml penurunan. Di sisi \_ Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolai .

lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan dengan persentase
yang tertinggi dibandingkan kenaikan sumber lainnya dari transfer pemerintah
pusat sebesar 9,05%.

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (" gk 108. Realisasi DAK Fisik )
(DAK) tersebut  disebabkan  adanya & Non Fisik
perubahan postur dana perimbangan di tahun Nk
2016 yang membagi Dana Transfer Khusus
terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik
(sebelumnya dialokasikan pada transfer
pemerintah pusat lainnya). Nilai Realisasi
Penggunaan DAK Non Fisik tersebut adalah & Fisik 119.794.157.347
untuk 7 (tujuh) program kegiatan yang \_ ®NonFisik  143.957.032.000

rinciannya adalah sebagai berikut: Sunlies, Ly BEXBIRIISART 0N
2014-2016, diolah

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini 14,844,000,000.00
Bantuan Operasional Kesehatan 7,872,000,000.00
Akreditasi Rumah Sakit 441,240,000.00
Jaminan Persalinan 3,202,780,000.00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana 730,650,000.00
Tambahan Penghasilan Guru 1,739,550,000.00
Tunjangan Profesi Guru PNSD 115,126,812,000.00

Fokus pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang
dibiayai dari DAK Fisik bagi Kab. Gresik adalah pembangunan bidang
pendidikan dengan realisasi tiga tahun 2014-2016 sebesar Rp60.082.390.000.
Kemudian fokus kedua dibidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar
Rp52.444.175.046. Kemudian yang ketiga bidang infrastruktur publik daerah
sebesar Rp49.340.119.000 walaupun hanya terdapat di tahun anggaran 2016.
Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
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Grafik 109. DAK Fisik/Jenis Kegiatan Kab. Gresik TA 2014-2016

Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Publik Daerah (IPD)

Sarana Prasaranan Perdagangan m 2014
Transportasi

2015
Kehutanan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016
Kelautan dan Perikanan
Pertanian

Kedaulatan Pangan
nfrastruktur Air Bersih m
Perumahan dan Pemukiman ==
Perumahan, Air Minum dan Sanitasi
Keluarga Berencana
Kesehatan dan KB
Pendidikan

4

\Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non
Fisik, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan,
terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN.
Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN ditahun yang
akan datang.

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)




dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan kata lain,
pernyatzan opini BPK diberikan dengan menggunakan dasar penilaian yang
memadzi dan diyakini bahwa LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Kab/Kota
telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangen, memiliki keandalan sistem pengendalian intern yang tidak
berdampak material terhadap laporan keuangan, serta dinilai telah menyajikan
laporan keuangan secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang ditetapkan.

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini
Wajar Diengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gresik untuk TA
2014 adalah tidak berkaitan dengan program kegiatan yang
didanai DAK. Meskipun dalam laporannya, BPK
mengungkapkan temuan terkait dengan output dari kegiatan yang didanai
DAK seperti Aset Tetap Tanah dan Jalan yang disajikan sebesar
Rp50.343.650.000,00 belum didasarkan atas hasil penilaian yang akurat.

Szdangkan untuk hasil pemerikasaan BPK
terhadap LKPD Kab. Gresik TA 2015 dan 2016 12085 l I wsﬂ““ l I
yang memperoleh opini Wajar Tanpa m \ “‘ﬂ“'\
Pengecualian (WTP), diungkap beberapa pokok
permaselahan berdasarkan penilaian Sistem
Pengendalian Intern (SPI) yang tidak material -
dan tidak mempengaruhi penilaian opini tersebut, seperti penatausahaan Aset
Tetap telum tertib dan penetapan metode kapitalisasi Aset belum sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Begitu juga dalam hal kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, temuan permasalahan tidak bernilai
material, seperti pelaksanaan pekerjaan belanja modal pada tiga SKPD tidak
sesuai kontrak sebesar Rp82.439.488,07.
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Opini LKPD

Nama Kab. 2014 2015 2016

Kab. Pamekasan

Kab. Bangkalan |
® Kab. Sampang ,
Kab. Sumenep | Sampang WDP  WDP  WDP

Pamekasan WTP-DPP  WTP  WTP

Bangkalan wbp WDP  WDP

Sumenep WDP WDP  WDP

i » Transfer pusat masih

menjadi sumber
pendapatan yang
dominan dan nilainya
cenderung meningkat

:

i

]

i

dari tahun ke tahun; i

e PAD yang diterima kab E

pada Dapil Xl memiliki !
FaEGEa PrOpRrs! 951 E nell molll mall Mol o BH B mHs ln | R [ |

H

i

dimana PAD tertinggi
pada Kab. Pamekasan
(10,37%) dan terendah
Kab. Sampang (8,38%).

Kab. Pamekasan Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Sumenep

W Lain-lain Pendapatan yang Sah = Transfer Provinsi

® Transfer Pusat = PAD

Kab. Malang

Kab. Jember

Kab. Lamongen
Kab. Tulungagung
Kab. Sampang
Kab. Blitar
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Kab. Bangkalan
Kab. Banyuwangi
Kab. Madiun
Kab. Sumenep

* 4 Kab/Kota Dapil XI
termasuk 11 Besar
penerima DAK Fisik tertinggi
se Jawa Timur dengan rata-
rata proporsi 3,60% dari
total se Prov. Jawa Timur.

» Khusus pada TA 2016,
peningkatan DAK rata-rata
tiap Kab/Kota Dapil XI
mencapai 41,55% (rata-rata
se Jatim 70%)

WO A W W VRS PRV VRN SRE R WA W R e e SR W e T e heed e e St W01 RS SPE PAE (00 SEE GG Wid did Gide s

O I SR WU e R SRR PCPY TP SRR SN WSS EXF) OFEN SNAN (AN AN CARS AN EAN WEL VAAA A GG Gid Gae G e e i mad M G dide s Gl S

gl
R

ey ok et T

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

2014 2015 2016

R

. Kab. Bangkalan Kab. Sumene

Kab. Pamekasan gka Keb: Samipang P

s Belanja Modal s Belanja Modal seemsmees Belanja Modal weasses Belanja Modal
isi DAK Fisik ‘s DAK Fisik

e DAK Fisik



Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan satu
dari empat daerah yang dikelompokkan
dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa
Timur XI dengan jumlah kursi yang
ditetapkan untuk Dapil XI ini berjumlah 8
(delapan) kursi.

Berdasarkan LKPD dari tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016, Kab.
Pamekasan menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sebagai

berikut:
Tabel 5. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas LKPD Kab. Pamekasan TA 2014-2016
Nama Kab. Tahun Aset Kewajiban Ekuitas
2014 2,795,158,835,753.36 48,802,310,918.32 2,746,356,524,835.04
Kab. Pamekasan | 2015 2,512,081,247,821.94 1,832,481,236.79 2,510,248,766,585.15
2016 2,847,639,494,852.91 38,506,646,666.50 2,809,132,848,186.41

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Sedangkan realisasi
belanja Kabupaten
Pamekasan selama
tiga tahun yaitu
sejak 2014 sampai
2016 menjelaskan
bahwa belanja
operasi masih
dominan dibanding

di atas.

Grafik 110. Realisasi Belanja Kab. Pamekasan
TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis)

Belanja Tidak Terduga

m2014  3.103.255.000,00 240.818.085.179,00  1.139.105.122.297,00
™ 2015  3.187.436.495,00 447.685.501.909,00 1.146.486.134.048,00
\_ 2016 271.542.000,00 544.165.819.579,00 ' 1.100.625.495.103,95/

\

Belanja Modal Belanja Operasi

Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

dengan belanja modal, meskipun belanja operasi mengalami penurunan di
tahun 2016. Namun penurunan belanja operasi dibarengi dengan peningkatan
belanja modal di TA 2016. Hal ini sebagaimana digambarkan pada grafik 113

(f

PAD
Transfer Pusat

Transfer Provinsi

Lain-lain Pendapatan yang

N Sah

Grafik 111. Tren Realisasi Pendapatan\
Kab. Pamekasan TA 2014-2016

Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Kondisi belanja yang demikian
tentunya lebih besar dibiayai melalui
pendapatan transfer
pemerintah pusat yang dominan
diterima oleh Pemerintah Kab.
Pamekasan. Hal ini sebagaimana
ditunjukkan pada grafik 114.

sumber
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Bahkan secara
Grafik 112. Porsi Penerimaan Transfer Pusat

terperinci dapat dije]aSkan untuk Kab. Pamekasan (Berdasarkan Jenis)
bahwa belanja operasi yang

besar dimungkinkan sekali

2
didanai dari jenis penerimaan 3 = 2014
Dana Alokasi Umum (DAU) 7 m 2015

= 2016

yang memiliki persentase

I 67,66%
. 61,47%
5,13%

s
tertinggi  dibanding  jenis § §§ > g

penerimaan transfer pusat A 2 ?é-_g 2E  ®=gx
yang lain untuk setiap II ”HI e
tahunnya. Meskipun di tahun R nl BE=R . =
anggaran 2016, Dana Alokasi | ,Jorsfer = PA¢ e ?::J:;i’] i

Umum (DAU) mengalami | Pusatlainnya
penurunan, sedangkan Dana kSumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diclah .
Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan dengan persentase yang tertinggi
sebesar 12,87% dibandingkan kenaikan sumber lainnya dari transfer
pemerintah pusat.

Peningkatan Dana Alokasi Khusus [~ ¢ ek 113, Realisasi )
(DAK) tersebut disebabkan oleh perubahan DAK Fisik & Non Fisik
postur dana perimbangan di tahun 2016 yang i i e )
membagi Dana Transfer Khusus terdiri dari
DAK Fisik dan DAK Non Fisik (sebelumnya
dialokasikan pada transfer pemerintah pusat
iainnya)' Nilai Realisasi
Penggunaan DAK Non Fisik tersebut adalah = Fisik 182.032.709.991
untuk 4 (empat) program kegiatan yang |\ wnNonFisk 164.028.141.140 )

rinciannya sebagai berikut: Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA
2014-2016, diolah

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11,616,000,000

Tunjangan Profesi guru 142,971,811,140

Tambahan Fenghasilan Guru 2,210,000,000

Bantuan Op=arasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB 7,230,330,000

Sedangkan fokus pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang
dibiayai DAK Fisik bagi Kab. Pamekasan di tahun 2104 dan 2015 tidak
dirincikan per bidang kegiatan dengan nilai total masing-masing
Rp101.518.990.000 dan Rp143.369.090.000. Sedangkan untuk tahun 2016
pembangunan sarana dan prasarana penunjang memiliki nilai realisasi
tertinggi yaitu sebesar Rp96.537.391.725. Untuk jelasnya dapat dilihat pada
grafik di bawah ini:
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Grafik 114. DAK/Jenis Kab. Pamekasan TA 2016

Transportasi
DAK Fisik Tambahan mem—
Perdagangan
Sarana dan Prasarana Penunjang ss—
Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Kelautan dan Perikanan |
Perumahan, Air Minum dan Sanitasi
Infrastruktur Publik Daerah s
Kedaulatan Pangan 1
Kesehatan m=m
Pendidikan =®
\_  Sumber: LHP BPK Ri atas LKPD TA 2014-2016, i,

Mengingat penjelasan atas bidang kegiatan yang tidak dirincikan baik
pada TA 2014 maupun 2015 serta nomenklatur yang sangat umum bagi
program kegiatan sarana dan prasarana penunjang, maka perlu menjadi
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya.

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
yang dikeluarkan secara berkala dalam maea cemecter tahnn anogaran

D]



kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki

keandalan sistem pengendalian intern yang tidak berdampak material terhadap

laporan keuangan, serta dinilai telah melakukan penyajian laporan keuangan

secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang dltetapkan
Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini

Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-

DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)




Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep

Ketiga kabupaten yaitu Kab. Bangkalan,
Kab. Sampang dan Kab. Sumenep
merupakan daerah yang dikelompokkan
dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa
Timur XI dengan kursi yang ditetapkan
untuk Dapil XTI ini berjumlah 8 (delapan)
kursi.

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016,

ketiga kabupaten tersebut menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
masing-masing sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
LKPD Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016

Nama Kao. Tahun Aset Kewajiban Ekuitas
2014 2,685,688,713,330.75 76,033,641,911.23 2,609,655,071,419.52
Kab. Bangkalan 2015 3,087,230,879,122.89 167,866,093,422.90 2,919,364,785,699.99
2016 2,825,018,411,122.52 153,486,072,394.48 2,671,532,338,728.04
2014 4,147,653,243,240.00 425,963,441.07 4,147,227,279,798.93
Kab. Sampang 2015 3,839,123,783,884.98 12,634,610,100.00 3,826,489,173,784.98
2016 3,819,318,465,508.21 1,363,790,679.66 3,817,954,674,828.55
2014 3,321,728,558,719.16 2,383,667,886.80 3,319,344,890,832.36
Kab. Sumenep 2015 2,469,662,915,636.78 11,629,563,949.54 2,458,033,351,687.24
2016 2,628,908,392,589.17 28,970,284,265.70 2,599,938,108,323.47
Realisasi be’lan-]a Grafik 115. Realisasi Belanja/Jenis

pada ketiga kabupaten
ini selama tiga tahun
yaitu sejak 2014 sampai
2016 dapat dijelaskan
bahwa terdapat pola
yang sama pada belanja
operasi dimana terjadi

peningkatan nilai
belanja setiap tahunnya.

{ ¢ 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Begitu juga dengan

realisasi belanja modal
yang trennya naik turun
dari tahun 2014 ke 2015,

Kab. Bangkalan

Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep

TA 2014-2016

Kab. Sampang

H Belanja Tidak Terduga m Belanja Modal # Belanja Operasi

Kab. Sumenep

Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

dan dari tahun 2015 ke 2016. Namun demikian belanja operasi masih lebih
besar ditanding dengan belanja modal pada setiap tahun anggaran.

13%."



Kondisi belanja yang demikian diperoleh lebih besar melalui sumber
pendapatan transfer pemerintah pusat yang juga dominan diterima oleh
Pemerintah Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep sebagaimana
ditunjukkan pada grafik berikut:

& Grafik 116. Realisasi Pendapatan/Jenis Kab. Bangkalan, )
Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Sumenep

N M Lain-lain Pendapatan yang Sah ® Transfer Provinsi ®Transfer Pusat = PAD 2
Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

Bahkan secara rinci dapat dijelaskan bahwa belanja operasi yaag besar,
dimungkinkan sekali didanai dari jenis penerimaan Dana Alokasi Umum
(DAU) yang setiap kabupaten memiliki persentase rata-rata tertinggi setiap
tahunnya yaitu 64% - 65% dibanding jenis penerimaan transfer pusat yang
lain dengan rata-rata setiap kabupaten 13% - 16%. Begitu juga dapat
dijelaskan bahwa ketiga kabupaten dalam Dapil yang sama ini setiap tahun
mengalami kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini ditenjukkan
melalui grafik berikut.

r y
Grafik 117. Porsi Penerimaan Transfer Pusat untuk Kab. Bangkalan,

Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep (Berdasarkan Jenis)
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60,00%

40,00%
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Kab. fan Kab. Sampang Kab. Sumenep
®Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ®DAK ®DAU = DBH Bukan Pajak (SDA) WDBH Pajak

Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah
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Grafik 118. DAK Fisik & Non Fisik Kab. Bangkalan,
Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2016

Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Sumenep

= Fisik 122.776.367.000 211.013.770.494 160.188.588.107
N Non Fisik 130.621.536.000 117.928.040.000 121.184.827.000

Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diclah

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut menjelaskan bahwa
selama tiga tahun (2014-2016), fokus pembangunan di ketiga kabupaten ini
masih pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik. Bahkan
nilai realisasi DAK Fisik masih lebih tinggi dibanding DAK Non Fisik ketika
terdapat perubahan postur dana perimbangan di tahun 2016 yang membagi
Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik
(sebelumnya dialokasikan pada transfer pemerintah pusat lainnya). Hal ini
dapat ditunjukkan pada grafik 121 di atas.

Penggunaan DAK Fisik untuk masing-masing kabupaten dapat dirinci
sebagai berikut:

Grafik 119. DAK Fisik/Bidang Kab. Sampang TA 2014-2016

Infrastruktur Publik Daerah (IPD)
Sarana dan Prasarana Penunjang
Perumahan/Kawasan Pemukiman
Energi Pedesaan/Listrik Desa
Keselamatan Transportasi Darat
Perdagangan

Kehutanan




-
Grafik 120. DAK Fisik/Bidang Kab. Sumenep TA 2014-2016

DAK Bidang Prasarana Pemerintahan

Energi Pedesaan = 2014
Keselamatan Transportasi Darat W 2015
Perdagangan 2016

Kehutanan

Keluarga Berencana
Lingkungan Hidup
Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
Infrastruktur Irigasi
| Infrastruktur Jalan
| Kesehatan
'\ Pendidikan
Sumber: LHP BPK Ri atas LKPD TA 2014-2016, diolah

(

Grafik 121. DAK Fisik/Bidang Kab. Bangkalan TA 2014-2016

DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)  susssses
Affirmasi Bidang Infrastruktur Jalan
Affirmasi Bidang Transportasi Perdesaan
Affirmasi Bidang Infrastruktur Irigasi
Affirmasi Bidang Sanitasi
Affirmasi Bidang Air Minum
Reguler Bidang Transportasi Perdesaan
Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah
Reguler Bidang Perhubungan
Energi Perdesaan
Reguler SarPras Penunjang Bidang Irigasi dan Air...
Reguler SarPras Penunjang Bidang Jalan
Prasarana Pemerintah Daerah
Keselamatan Transportasi Darat
Perdagangan
Sarana Prasarana Daerah Tertinggal
Kehutanan
Keluarga Berencana
Lingkungan Hidup
Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Sanitasi
Air Minum
Irigasi
Jalan
Kesehatan
Pendidikan
N =
Sumber: LHP BPK Rl atas LKPD TA 2014-2016, diolah

m 2014
m 2015
w2016

Berdasarkan ketiga grafik diatas yang menggambarkan rincian bidang
kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik, maka dapat dijelaskan bahwa fokus
pembangunan sarana prasarana penunjang dan infrastruktur jalan menjadi
program kegiatan yang dominan untuk ketiga kabupaten tersebut. Bahkan
untuk Kab. Sampang fokus pembangunan sarana dan prasarana penunjang
sebesar Rp86.506.590.000 dilakukan hanya dalam satu tahun yaitu 2015 yang
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nilai realisasinya tertinggi bila dibandingkan dengan program kegiatan
lainnya. Berbeda dengan Kab. Sumenep dimana fokus pembangunan
infrastruktur jalan direalisasikan selama tiga tahun berturut-turut dari tahun
2014 sampai dengan 2016, dengan realisasi tertinggi sebesar
Rp92.911.081.540 dibandingkan dengan program bidang lainnya.

Hal yang lebih menarik terjadi di Kab. Bangkalan, yaitu pada TA 2016
dimana DAK Fisik telah direalisasikan pada 22 (dua puluh dua) bidang
kegiatan yang nilai nominalnya tidak merata. Bahkan ada kegiatan yang hanya
direalisasikan dengan nilai sebesar Rp4.779.200 yaitu kegiatan affirmasi
bidang infrastruktur jalan. Begitu juga sebesar Rpl150.150.000 kegiatan
reguler bidang perhubungan dan sebesar Rp309.348.000 bidang infrastruktur
sanitasi.

Mengingat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik
tersebut dibiayai melalui transfer pemerintah pusat, khususnya DAK Fisik,
maka pzlaksanaannya perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang
berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang
bersumter dari APBN. Sehingga hasil pengawasan tersebut dapat digunakan
sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN
untuk taaun berikutnya.

Perhatian khusus kepada ketiga kabupaten ini bahkan perlu dilakukan
karena perolehan opini dari tiga kabupaten tersebut selama tiga tahun berturut-
turut (2014-2016) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gambar 8. Perolehan Opini LKPD
Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016

Kab. Kab. Kab.
Bangkalan Sampang Sumenep

014: WDP

2014: WDP
-
e 2015: WDP
2015: WDP
2015: WDP 2015: WDP
2016: WDP
2016: WDP

Pzrolehan opini yang demikian tentunya menyebabkan Pemerintah
Kab. Bengkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep akan sulit memperoleh
kepercayaan publik dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan
keuangen daerah. Terlebih lagi hal ini terjadi selama tiga tahun berturut-turut.
Sehingga tidak bisa disalahkan apabila persepsi publik akan mengarah kepada
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indikasi kecurangan, penyalahgunaan keuangan daerah yang akibataya
terindikasi kerugian daerah itu sendiri.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya teruan dan
permasalahan dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD untuk
ketiga kabupaten tersebut. Terutama yang berkaiten dengan
penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi
Khusus (DAK) baik dinilai dari Sistem Pengendal an Intern
(SPI) maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa
terhadap ketiga kabupaten tersebut, BPK menilai bahwa
temuan dan kelemahan yang terjadi lebih disebatkan pada
kurang optimalnya Pemerintah Daerah dalam upaya
memberlakukan penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengan
amanat undang-undang. Sehingga pihak pemeriksa tidak dapat wws_:f_“.\l ,
menentukan apakah perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian |5
terhadap angka-angka yang disajikan dalam LKPD masing-
masing kabupaten tersebut.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas terkait Dana Transfer
Pemerintah Pusat, maka dapat dipahami bahwa alokasi dana tersebut masih
menjadi sumber pendapatan yang sangat dominan bagi pemerintah daerah.
Hal ini merupakan implikasi langsung dari kewenangan/urusan yang
diserahkan pemerintah pusat kepada daerah yang sudah tentu memerlukan
pembiayaan yang tidak sedikit.

Di sisi lain, pendapatan dari Dana Transfer Pusat ini juga merupakan
bentuk Desentralisasi Fiskal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat daerah melalui kewenangan
pemerintah daerah untuk mengelola secara efektif dan efisien dari
berbagai sumber penerimaan daerah, seperti pendapatan pajak/retribusi,
dana bagi hasil dan dana perimbangan lainnya (Dana Alokasi
Umum/DAU, dan Dana Alokasi Khusus/DAK).

Terhadap penggunaan dana transfer pusat oleh pemerintah daerah
yang dalam kajian ini difokuskan pada Dana Alokasi Khusus (DAK), maka
pengawasan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkala oleh
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), baik pemerintah maupun
lembaga legislatif serta masyarakat umum. Secara keseluruhan, beberapa hal
yang dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab/Kota se
Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun anggaran sejak 2014 sampai dengan
2016 khususnya terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai
berikut:

1. Proporsi realisasi Dana Transfer Pusat dalam bentuk Dana Alokasi
Khusus (DAK) Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur mencapai rata-rata
9,17% per tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2016.

2. Alokasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kab/kota di
Provinsi Jawa Timur tidak semua dijelaskan secara terperinci, seperti
vang terjadi di Kab. Pamekasan (2014 & 2015); Kab. Sampang (2014);
Kab. Probolinggo dan Kota Probolinggo (2014); Kota Batu (2014 &
2015); dan Kab. Blitar (2014 & 2015).
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3. Pengungkapan berbagai temuan oleh BPK terhadap program kegiatan
yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) masih belum terperinci untuk
masing-masing kab/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga terkendala
dalam mengidentifikasi besaran realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
yang bermasalah.

4. Tren perkembangan DAK Fisik berbanding lurus dengan tren
perkembangan belanja modal yang menjadi output dari penggunaan
DAK, kecuali di beberapa kab/kota, seperti di Kab. Gresik, Kab. Jember,
Kota Probolinggo, Kota Malang, Kab. Malang, dan Kota Batu. Bahkan
pada Kota Probolinggo, pada tahun 2016 realisasi Belanja Modal
meningkat secara signifikan meski realisasi DAK Fisik nya mengalami
penurunan sebesar 10% dari tahun 2015.

5. Terkait dengan perolehan opini, fakta di Jawa Timur menjelaskan bahwa
hanya terdapat satu Kabupaten yang memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut, yaitu Kabupaten
Pacitan. Padahal keseluruhan kabupaten/kota yang berada di provinsi
Jawa Timur semestinya memiliki akses terhadap informasi, teknologi,
dan SDM yang memadai dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah yang akuntabel. Bahkan masih terdapat empat
kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) selama tiga tahun berturut-turut.

6. Atas temuan dan permasalahan yang diungkapkan oleh BPK secara
umum didominasi oleh kesalahan klasifikasi anggaran dan kesalahan
penatausahaan aset tetap yang dinilai dalam sistem pengendalian intern,
sedangkan dalam hal penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan temuan yang diungkap didominasi pada kelebihan pembayaran
atas kekurangan volume pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat

disarankan oleh anggota DPR RI khusus yang berasal dari daerah pemilihan

Jawa Timur kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini

tentunya dilakukan untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab/Kota di Provinsi

Jawa Timur, khususnya terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban

Dana Alokasi Khusus (DAK). Saran-saran yang dimaksud, antara lain:

1. Mendorong dilakukannya pemeriksaan secara khusus dan berkala oleh
BPK RI terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
diberikan kepada daerah, untuk melihat efektivitas penggunaan sesuai
tujuan dan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah ditetapkan.
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. Menjadikan penilaian opini BPK atas LKPD sebagai salah satu
dasar/pedoman dalam pengalokasian DAK untuk tahun berikutnya,
terutama untuk DAK Fisik yang rawan terjadinya penyalahgunaan dan
penyimpangan.

. Komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kab/Kota menjadi
keharusan demi terwujudnya penatausahaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah yang akuntabel, terutama bagi kab/kota yang masih
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk lebih concern
terhadap tindak lanjut temuan BPK atas penggunaan Dana Alokasi
Khusus (DAK), mengingat semakin besarnya alokasi anggaran Dana
Alokasi Khusus (DAK).

. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan
pengawasan yang lebih ketat kepada para pengelola anggaran daerah
terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar
tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan.

. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
kemampuan para pengelola anggaran, baik melalui diklat, workshop
maupun bimtek. Hal ini maksudkan agar pengelola anggaran tersebut
memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terhadap penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga kesalahan pengklasifikasian
anggaran dan kesalahan penatausahaan Aset Tetap yang sering terjadi dan
menjadi salah satu temuan BPK yang berulang dapat diminimalisir.

139



Daftar Pustaka

Aditya Wahyu Kusuma. et.al (2014). “Desentraksasi Fiskal”. Makalah.

Diakses dari https://www.slideshare.net/ pada S Januari 2018.

BPK RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Takm 2016. Laporan Hasil

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriniah Daerah Kabupaten
Bangkalan Semester I Tahun 2015, Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Semester I Tahun 2015.

Jakarta.

Laporan  Hasil ~Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Semester I Tahun 2015,
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan  Hasil ~Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sewester 1 Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Serester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Semzster I Tahun 2015.

Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Semester 1 Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Szinester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Sew.ester 1 Tahun 2015.

140

Jakarta.



Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Semester I Tahun 2015.

Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Semester I Tahun 20135.

Jakarta.

Laporarn  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporarn  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Semester I Tahun 2015.

Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Semester I Tahun 20135.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Semester 1 Tahun 2015.
Jakarta.

141



Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Semester I Tahun 2015.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Semestzr I Tahun 2015.

Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah FEabupaten Tuban Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Ko’a Batu Semester I Tala 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Ko:a Blitar Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Koia Kediri Semester I TaFun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Koia Madiun Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Koia Malang Semester I Tahun 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Koia Mojokerto Semester I Talwn 2015. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Koia Pasuruan Semester I Tahurn 20135, Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Semester I Tahun 2015.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Koia Surabaya Semester [ Tahur 2015. Jakarta.

BPK RI (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keucngan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bangkalan Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Semeseer I Tahun 2016.

L
142

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kaoupaten Blitar Semester I TaFun 2016. Jakarta.



Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Xabupaten Bojonegoro Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporar Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Semester I Tahun 2016.
Jakarta.

Laporar  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Semester I Tahun 2016.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Semester I Tahun 2016.
Jakarta.

Laporan - Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Semester 1 Tahun 2016.
Jakarta.

Laporarn  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporar.  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporar.  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporar  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporar Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Semester I Tahun 2016.
Jakarta.

Laporar  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

143



Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Serester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Semester I Tahun 2016.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Semester I Tahun 2016.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Semester 1 Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Semester 1 Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Semester I Tahun 2016.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun 2016.

144

Jakarta.



Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Batu Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Blitar Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Kediri Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Madiun Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Semester I Tahun 2016. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Semester I Tahun 2016. JaKarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Semester I Tahun 2016.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Surabaya Semester I Tahun 2016. Jakarta.

BPK RI (2017). Laporan Hesil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bangkalan Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Xabupaten Bojonegoro Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan  Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Xabupaten Bondowoso Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

145



Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Semester I Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Semester I Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Semester 1 Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Semester I Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Semester I Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Semester I Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Semester I Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Semester 1 Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Semester I Tahun 2017.

146

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Semester 1 Tahun 2017.
Jakarta.



Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintch Daerah Kabupaten Ponorogo Semester I Tahun 2017.

Jaxarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintch Daerah Kabupaten Probolinggo Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Semester I Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pzmerintah Daerah Kabupaten Sumenep Semester I Tahun 2017.

Jekarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Semester I Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Femerinsah Daerah Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun 2017.

Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Femeriniah Daerah Kota Batu Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerin:ah Daerah Kota Blitar Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Kediri Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Madiun Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerirgah Daerah Kota Malang Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerimah Daerah Kota Mojokerto Semester I Tahun 2017. Jakarta.

147



Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Semester I Tahun 2017.
Jakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Surabaya Semester I Tahun 2017. Jakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016). “Rincian Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran
2016”. Diakses dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ pada 9 Januari
2018.

Darwanto & Yulia Yustikasari (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Makalah. Simposium
Nasional Akuntansi X Diakses dari
https://smartaccounting.files.wordpress.com/ pada 2 Januari 2018.

Kurniatul Mudhofar dan Afrizal Tahar (2016). “Pengaruh Desentralisasi
Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja”. Jurnal
Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Hlm: 176-185, Juli 2016.
Diakses dari http://journal.umy.ac.id/ pada 9 Januari 2018.

LukyAlfirman (2011). “dnalisis Hubungan Dana Perimbangan dengan
Kidierja Pelayanan Dasa Publik di Indonesia”. Pusat Kebijakan
APBN-Badan Kebijakan Fiskal. Diakses dari

http://documents.worldbank.org/ pada 9 Januari 2018.

Maulana (2013). “Lima Provinsi Terindikasi Korupsi Anggaran Belanja
Modal”. Berita. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk
Transparansi  Anggaran  (Seknas  Fitra).  Diakses  dari

http://www.tribunnews.com/nasional/ pada 10 Januari 2018.

Menteri Dalam Negeri RI (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Menteri Dalam Negeri RI (2016). Surat Edaran Nomor 905/501/S] tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.

148



Republik Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 fentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Republik Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2008 fentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

http://madiunkab.go.id/
http://www.magetankab.go.id/
http://www.pacitankab.go.id/
http://www.ponorogo.go.id/
http://www.ngawikab.go.id/
http://www.trenggalekkab.go.id/
http://www.trenggalekkab.go.id/
http://www.tulungagung.go.id/
http://www.blitarkab.go.id/
http://www.nganjukkab.go.id/
http://bojonegorokab.go.id/
http://www.tubankab.go.id/
http://www.mojokertokab.go.id/
http://www.kedirikab.go.id/
http://www.jombangkab.go.id/

http://www.lamongankab.go.id/

http://www.malangkab.go.id/
http://www.pasuruankab.go.id/

http://www.probolinggokab.go.id/
hitp://www.lumajangkab.go.id/
http://www.jemberkab.go.id/
http://www.bondowosokab.go.id/
http://sv.situbondokab.go.id/
http://www.banyuwangikab.go.id/
hitp://www.sidoarjokab.go.id/
http://www.gresikkab.go.id/
http://www.bangkalankab.go.id/
hitp://www.sampangkab.go.id/
http://www.pamekasankab.go.id/
http://www.sumenepkab.go.id/
http://www.madiunkota.go.id/
hitp://www.blitarkota.go.id/
http://www.mojokertokota.go.id/
http://www.kedirikota.go.id/

149



http://www.malangketa.ge.ic/
http://www.batukota.go.id”
http://www.pasuruankota.goid/

http://www.probolinggokab.go.id/
http://www.surabaya.go.id/

150



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AC-WC
APBD
APBN

B

BKD
BOK
BOKB
BOP
BOS
BPK

D

DAK
DAK-IPD
Daerah
Dapil
DAU
DBH
DINAS PU-BM
DKTP
DP2D
Desentralisasi
DPD
DPR
DPRD

I

IHPS

IPD

J
Jampersal
Lja

K

KB

L

LHP
LKPD
LO

LRA

M

MD3
MPR

: Aspalt Concrete - Wearing Course
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

: Badan Kepegawaian Daerah

: Bantuan Operasional Kesehatan

: Bantuan Operasional Keluarga Berencana
: Bantuan Operasional

: Bantuan Operasional Sekolah

: Badan Pemeriksa Keuangan

: Dana Alokasi Khusus
: Dana Alokasi Khusus Pada Bidang Infrastruktur

: Daerah Pemilihan

: Dana Alokasi Umum

: Dana Bagi Hasil

: Dinas Pekerjaan Umum-Bina Marga

: Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
: Dana Proyek Pemerintah Daerah dan

: Dewan Perwakilan Daerah
: Dewan Perwakilan Rakyat
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
: Infrastruktur Publik daerah

: Jaminan Persalinan
: Jalan Irigasi Jaringan

: Keluarga Berencana

: Laporan Hasil Pemeriksaan

: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
: Laporan Operasional

: Laporan Realisasi Anggaran

: MPR, DPR, DPD, DPRD
: Majelis Permusyawaratan Rakyat
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P

P3K2

PAD

PAUD

Pemda

Pemkot

Perpres

PK2UKM dan Naker

PKAKN
PMK
PNSD

PP

PSO

R

Renstra

S

SAP
Sarpras
SD/SDLB
SDA

SE
SIMDA-BMD
SKPD
SMPN
SPAM

T

TA
Tamsil
TMP

U

uu

A%

WDP
WTP
WTP-DPP
Penjelas
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: Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja
: Pendapatan Hasil Daerah

: Pendidikan Anak Usia Dini

: Pemerintah Daerah

: Pemerintah Kota

: Peraturan Presiden

: Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah dan Ketenagakerjaan

: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
: Peraturan Menteri Keuangan

: Pegawai Negeri Sipil Daerah

: Peraturan Pemerintah

: Public Service Obligation

: Rencana Strategis

: Standar Akuntansi Pemerintahan

: Sarana dan Prasarana

: Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa

: Sumber Daya Alam

: Surat Edaran

: Sistem Informasi Daerah-Barang Milik Daerah
: Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Sekolah Menengah Pertama Negeri

: Sistem Penyediaan Air Minum

: Tahun Anggaran
: Tambahan Penghasilan
: Tidak Menyatakan Pendapat

: Undang-undang
: Wajar Dengan Pengecualian

: Wajar Tanpa Pengecualian
: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf



